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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah partai politik dituntuk 
untuk melakukan pembenahan secara fundamental yaitu membangun transparansi dan 
akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 
Partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-
nilai akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengungkapan 
pertanggungjawaban keuangan partai  menuju tata kelola partai yang baik. Adapun 
objek penelitian adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 
Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Gowa.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan interpretif 
paradigma yang menitikberatkan pada pemahaman para informan tersebut. Data 
penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan cara wawancara 
secara mendalam dengan informan yang dianggap berkompeten dibidangnya. Data 
yang digunakan adalah subjek yang berasal dari wawancara dan data dokumenter. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi 
pustaka, internet searching dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara 
kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam 
penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan tiga uji antara lain: triangulasi 
sumber data, triangulasi teknik, triangulasi teori dan menggunakan bahan referensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dan transparansi 
keuangan partai politik belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 
penggunaan dana bantuan partai politik yang tidak sesuai dengan fungsinya dan 
penggunaan dana parpol sangat tertutup kepada publik. Pertanggungjawaban Partai 
politik malah banyak digunakan untuk operasional partai politik, operasional kantor 
saja, padahal seharusnya dana tersebut digunakan untuk perekrutan kader, pendidikan 
politik dimasyarakat dan sosialisasi politik. Akuntabilitas suatu partai politik juga 
tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam memberikan dana bantuan partai 
politik. 





A. Latar Belakang 
Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. 
Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi 
yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan dan 
mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang 
menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik 
menyampaikan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. 
Menurut Rahman dkk (2011) Partai politik tidak hanya hidup di tengah-tengah 
rakyat, tetapi juga bergerak atas dukungan rakyat. Oleh karena itu, ketergantungan 
partai politik kepada para penyumbang bisa menjerumuskan partai politik kepada 
kepentingan perseorangan yang diatasnamakan kepentingan publik. Pada kondisi 
seperti ini juga keuangan partai politik perlu diatur agar sumbangan perseorangan 
khususnya badan usaha, tidak menjadikan partai politik melupakan posisinya sebagai 
institusi publik dan tetap mengedapankan kepentingan rakyat. 
Hal ini sejalan dengan pendapat Imansyah (2012) dan Kariyoto (2013) yang 
menyatakan bahwa partai politik berkewajiban melaksanakan sejumlah fungsi 
diantaranya sebagai mediasi antara rakyat dan pemerintah pencalonan kandidat, 
mengorganisasi pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik 





menyatakan bahwa partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik 
warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan individu dan kelompok ke dalam 
masyarakat dan sistem politik. 
Ketika kita berbicara tentang partai politik, maka isu tentang transparansi dan 
akuntabilitas partai politik menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hingga saat ini, 
persoalan transparansi dan akuntabilitas dana politik masih menjadi tantangan sistem 
demokrasi di Indonesia. Menurut Supriyanto dan Wulandari (2012:3), dalam kadar 
berbeda, ketiga kebijakan itu sesungguhnya sudah berusaha diterapkan di Indonesia 
sejak era reformasi. Ini terlihat pada UU No. 2/1999 dan UU No.3/1999 yang 
diberlakukan menjelang Pemilu 1999; UU No. 31/2002, UU No. 12/2003 dan UU 
No. 23/2003 yang diberlakukan menjelang Pemilu 2004; serta UU No. 2/2008, UU 
No. 10/2008 dan UU No. 42/2008 yang diberlakukan Pemilu 2009. Namun, semua 
undang-undang tersebut belum berhasil mendorong partai politik bersikap transparan 
dan akuntabel dalam mengelola keuangannya. Ini sesungguhnya merupakan indikasi 
bahwa partai politik lebih banyak digerakkan oleh dana ilegal dan penyumbang besar. 
Meskipun demikian usaha-usaha untuk terus mendorong agar partai politik dapat 
menghindari jebakan kepentingan para penyumbang tetap dilakukan. Hai ini tampak 
pada UU No. 2/2011 yang merupakan perubahan atas UU No. 2/2008. UU No. 
2/2011 memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik: pertama, 
penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan 





Menurut Udoyono (2012) Sistem pendanaan politik yang transparan dan 
akuntabel adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. Tanpa 
dana yang memadai, partai politik tidak dapat mengorganisasi lembaganya. Singkat 
kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan 
fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Kholmi (2010) 
dan Harjanto (2011) menyatakan sebagian besar partai politik cenderung tertutup 
terhadap laporan keuangan partai maupun sumber keuangan partai politik. Hal ini 
menimbulkan dugaan adanya dana-dana tak wajar yang mengalir ke partai politik 
selain bantuan dari APBN. Menurut Rahman dkk (2011) Kasus-kasus korupsi yang 
melibatkan politisi, baik yang berasal dari lingkungan legislatif (DPR, DPRD 
provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) maupun eksekutif (menteri, gubernur dan 
bupati/walikota), sesungguhnya bukan semata-mata karena motif pribadi. Kebutuhan 
partai politik akan dana besar agar bisa memenangkan pemilu telah mendorong para 
politisi untuk berlaku koruptif. Seperti kasus skandal pembangunan wisma atlet yang 
melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin Syamsudin serta beberapa 
elit Partai Demokrat, telah menunjukkan hal itu. 
Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi semakin menyadarkan kita 
untuk terus menata pendanaan politik. Kasus-kasus korupsi itu bukan saja 
menunjukkan rendahnya standar moral politik politisi, tetapi juga terbentuknya sistem 
politik yang memaksa mereka mengambil uang yang bukan haknya. Mengatasi 
kecenderungan di atas, partai politik dituntut untuk segera melakukan pembenahan 





untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2008 Tentang Partai Politik terdapat hal-hal pokok diantaranya tentang keterbukaan 
informasi atau transparansi dan Akuntabilitas keuangan partai politik. Bentuk 
akuntabilitas partai politik kepada publik atas aktivitas yang dilaksanakannya adalah 
dengan menyusun laporan keuangan (Pinilih, 2017).  
Hal ini diperkuat dengan pendapat Hafild (2008) mengenai laporan keuangan 
yang disusun tentunya harus memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas. 
Dasar pedoman untuk menyusun Laporan Keuangan Partai Politik adalah  PSAK 45 
tentang Standar Akuntansi untuk entitas nirlaba. Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan No.45 menjelaskan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan 
organisasi bisnis, perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber 
daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional, organisasi 
memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang lain yang tidak 
berharap akan adanya imbalan dari organisasi tersebut, walaupun tidak mengharap 
adanya imbalan dari organisasi, penyumbang menginginkan adanya 
pertanggungjawaban dari dana yang telah disumbangkan, dialokasikan untuk 
kebutuhan dan keperluan apa saja pada organisasi . 
PSAK 45 revisi 2011 menjelaskan bahwa akuntabilitas atau dalam kata lain 
pertanggungjawaban atas keuangan yang dikelola oleh suatu entitas, maka indikator 
akuntabilitas adalah pencatatan sampai dengan pelaporan. Penelitian Manurung 





dan pelaporan. Pencatatan sendiri terdiri dari melakukan pencatatan atas semua 
transaksi penerimaan, memelihara bukti atas transaksi penerimaan, melakukan 
pencatatan atas semua transaksi pengeluaran, melakukan pembukuan atas semua 
transaksi pengeluaran. Pelaporan sendiri terdiri dari menyusun laporan keuangan 
sesuai dengan standar yang berlaku umum dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran. 
Dewi dkk (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan menjadi suatu hal yang 
sangat penting untuk diberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan 
keuangan, pemberi amanah dapat mengetahui posisi keuangan organisasi dan dapat 
digunakan untuk mengambil keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan 
suatu organisasi. Menurut Wahyuni (2013), Laporan keuangan juga merupakan 
wujud akuntabilitas dari suatu entitas. Transparansi pertanggungjawaban keuangan 
ini mensyaratkan adanya suatu standar akuntansi keuangan bagi partai politik dan  
pedoman audit bagi partai politik (Hafild, 2008). Akuntabilitas dan transparansi 
sangat erat kaitannya dalam menjalankan organisasi nirlaba, dalam pengelolaan 
keuangan organisasi nirlaba sama halnya bahwa kita yang diamanahkan sebagai 
pengelola keuangan harus transparan, apa adanya, tidak ada satupun informasi yang 
dilebih-lebihkan atau dikurangi, karena sikap amanah sendiri berarti menyangkut 
kejujuran dan dapat dipercaya, jika dikaitkan dengan organisasi nirlaba artinya, 
sebagai pengelola keuangan kita harus berkata jujur, dalam mengemban amanah agar 
selalu bisa dipercaya untuk menjalankan amanah tersebut karena bentuk 





sebagaimana dalam Islam dijelaskan tentang perintah menyampaikan amanah dalam 
QS. An-Nisa/4:58. 























Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus bersikap amanah 
menyampaikan sesuatunya harus secara jujur dan tidak ada yang disembunyikan 
terutama jika kita diberi amanah dari masyarakat setempat untuk mengelola 
keuangan organisasi nirlaba. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi 
nirlaba diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan 
dalam laporan keuangan guna membangun kepercayaan, pengelola berkewajiban 
untuk melaporkan menjelaskan tiap aktivitas keuangan yang terjadi baik adanya dana 
masuk ataupun keluar, transparansi disini dimaksudkan adanya keterbukaan dalam 
mengelola laporan keuangan agar mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme 
serta tindakan pencucian uang yang lagi marak terjadi pada organisasi nirlaba 
(Rachmawati, 2013). 
Dengan begitu, seharusnya partai politik juga harus akuntabel atas apa yang 





untuk melaporkan akuntabilitasnya. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai 
bagian dari nilai-nilai good governance bagi partai politik tidak dapat dielakkan, 
karena partai politik sebagai organisasi publik. Nilai akuntabilitas partai politik dalam 
pengelolaan dan pelaporan keuangannya sangat berperan dalam membantu 
pelaksanaan tata kelola partai politik yang baik (good political party governance). 
Membangun transparansi dan akuntabilitas partai politik, membutuhkan waktu 
yang tidak singkat dan perlu dilakukan secara terus menerus dari berbagai pihak baik 
partai politik maupun pemerintah. Melihat fenomena tersebut, peneliti ingin mengkaji 
transparansi dan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Gowa mengenai 
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangannya mulai dari pencatatan sampai pada 
output yang dihasilkan. PSAK No. 45 menjelaskan bahwa setiap organisasi nirlaba 
harus menyajikan laporan keuangannya, sehingga dapat dinilai dan dievaluasi apakah 
pelaporan keuangan yang dilakukan oleh partai politik sudah akuntabel dan 
berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik sebuah rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai Nasdem di 
Kabupaten Gowa? 






3. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PAN di Kabupaten 
Gowa? 
4. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PKS di Kabupaten 
Gowa? 
5. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Partai Nasdem di Kabupaten 
Gowa? 
6. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan PKB di Kabupaten Gowa? 
7. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan PAN di Kabupaten Gowa? 
8. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan PKS di Kabupaten Gowa? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai 
NasDem di Kabupaten Gowa. 
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PKB di 
Kabupaten Gowa. 
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PAN di 
Kabupaten Gowa. 
4. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PKS di 
Kabupaten Gowa. 






6. Untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan PKB di Kabupaten 
Gowa. 
7. Untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan PAN di Kabupaten 
Gowa. 
8. Untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan PKS di Kabupaten 
Gowa. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
a. Teoretis 
Penelitian ini merespon teori agensi yang menjelaskan hubungan agensi 
muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain 
(agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan 
wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Budiasih, 
2015). Menurut Harjanto (2011) agency problem juga ada dalam konteks 
organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai principal memberikan mandat 
kepada pemerintah sebagai agen untuk mejalankan tugas pemerintahan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
b. Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas 
mengenai akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Dengan 





pengelola keuangan dapat mempertanggungjawabkan setiap laporan 
keuangan yang disajikan untuk para pengguna laporan keuangan agar 
tidak salah dalam mengambil keputusan untuk tata kelola partai politik yang 
transparan dan akuntabel. 
c. Regulasi 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa dengan 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 /2018 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai 
Politik, diharapkan subsidi kepada parpol ini dapat digunakan untuk 
menyelenggarakan kegiatan politik yang produktif seperti pendidikan politik 
bagi kader partai untuk perbaikan sistem politik kedepannya 
E. Penelitian Terdahulu 
Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas 
laporan keuangan partai politik yang mana menjadi acuan dalam penelitian ini : 


















Kualitatif Taktik yang paling sering 
digunakan untuk memanipulasi 
pemilu adalah dengan mengubah 
undang-undang pemilu sebagai 
sarana menghalangi kandidat 











bagi tindak kecurangan pada 










Kualitatif Pengurus partai politik sependapat 
untuk menerapkan tiga kategori 
akuntabilitas keuangan dalam 
mengelola organisasi partai 
politik, yaitu akuntabilitas 
keuangan tahunan; akuntabilitas 
keuangan dana kampanye; dan 










Kualitatif Transparansi dan akuntabilitas 
sumbangan untuk parpol di 
Indonesia perlu diperbaiki agar 
terciptanya kehidupan demokrasi 
yang berkeadilan atau yang lebih 











Kualitatif Perlu dilakukan reformasi 
pengaturan keuangan partai 
politik ke depannya yang 














Kualitatif 1) KPU Kabupaten Bangli telah 
melaporkan pengelolaan anggaran 
hibah dalam pelaksanaan Pilkada 
Bangli Tahun 2015 secara 
transparan dan akuntabel, 2) 
Pasangan Calon (Paslon) Bupati 
dan Wakil Bupati Bangli tahun 
















kampanye secara transparan dan 
akuntabel sesuai dengan PKPU 
Nomor 8 Tahun 2015 yang 
dibuktikan dengan pemberian 
opini patuh dari KAP, 3) Kendala 
yang dihadapi dalam proses 
pertanggungjawaban dari KPU 
adalah adanya transisi regulasi 
serta kurangnya pemahaman 







A. Agency Theory (Teori Agensi) 
Teori keagenan (agency theory) Jensen dan Meckling (1976) dalam Budiasih 
(2015), mengartikan bahwa semua individu bekerja untuk kepentingan diri sendiri 
dan orang lain (agent). Kepuasan individu tidak hanya mengenai kompensasi 
keuangan dan mengikuti aturan-aturan yang melibatkan invidu dalam organisasi. 
Menurut Harjanto (2011) agency problem juga ada dalam konteks organisasi 
pemerintahan. Rakyat sebagai principal memberikan mandat kepada pemerintah 
sebagai agen untuk mejalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi juga dapat disebut sebagai principal 
karena menggantikan peran rakyat namun juga dipandang sebagai agen karena 
menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, 
baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen baik 
pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai principal juga memerlukan 
informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah. 
Luayyi (2012) menjelaskan bahwa teori agensi (agency theory) adalah 
hubungan antara principal dan agen. Dalam hal ini selaku agen adalah pemerintah 
daerah sedangkan principal adalah masyarakat dan stakeholder lainnya. Masyarakat 





menjalankan pemerintahan. Selanjutnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban 
untuk melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya, terkadang informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai 
dengan kenyataan yang sebenarnya. Ketidaksamaan informasi ini menimbulkan 
asimetri informasi yang mendorong perilaku oportunistik dan konflik kepentingan. 
Para pejabat pemerintah daerah akan berusaha memaksimalkan kepentingan 
pribadinya tanpa persetujuan masyarakat. 
Menurut Setyapurnama dan Norpratiwi (2012) adanya masalah berupa konflik 
kepentingan dan asimetri informasi ini dapat mengakibatkan sebuah pemerintahan 
menanggung biaya keagenan yang cukup besar, dalam rangka mengawasi dan 
memastikan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat selaku principal. 
Oleh karena itu, untuk menekan biaya keagenan dan meningkatkan hubungan antara 
masyarakat dan pemerintah daerah, diperlukan adanya transparansi informasi dari 
pemerintah daerah yang simetris dengan keadaan yang sebenarnya. Wahyuni (2013) 
memberikan esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua 
pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggung jawab memberikan penjelasan atau 
justifikasi terhadap pihak lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut.  
Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan 
tindakannya kepada publik, termasuk sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam 
membiayai kegiatan partai politik yang bersangkutan dengan demikian publik akan 
mudah mengawasi dan menilai kebijakan dan gerakan politik yang dilakukan oleh 





pertanggungjawaban berkaitan dengan seluruh aktivitasnya, kemudian menyajikan 
dan melaporkan baik kepada KPU atau masyarakat melalui media massa atau internet 
yang dapat diakses langsung oleh publik. 
B. Signalling Theory (Teori Sinyal) 
Widarjo (2011) menyebutkan bahwa signaling theory dikemukakan oleh 
Spence pada tahun 1973 dan Ross pada tahun 1977 kemudian diadopsi oleh Leland 
dan Pyle di tahun 1977 ke dalam pasar perdana. Widarjo (2011) mengatakan teori 
sinyal mengasumsikan bahwa perusahaan akan mengirimkan sinyal ke pasar melalui 
pengungkapan informasi keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai 
kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang 
diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 
laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 
merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi 
lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain 
(Susilowati, 2011).  
Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan 
atau kegagalan managemen (agent) disampaikan kepada pemilik modal (principal). 
Dengan demikian, penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal, 
yang berarti bahwa apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau belum.  Hal 
yang melatarbelakanginya yaitu adanya asimetri informasi (Nuswandari, 2009). 





kinerja yang sama. Hal ini akan merugikan perusahaan dengan kinerja yang lebih 
baik, karena kinerjanya disamakan dengan perusahaan yang kinerjanya lebih rendah. 
Sebaliknya lagi perusahaan dengan kinerja kurang baik, keadaan tersebut justru 
menguntungkan karena kinerjanya dinilai lebih baik dari sebenarnya. 
Jika dikaitkan dengan partai politik dapat dikatakan bahwa teori sinyal 
membahas tentang usaha pemerintah dalam memberikan sinyal yang baik kepada 
rakyat. Tujuannya agar rakyat mempercayai dan mendukung kinerja pemerintah saat 
ini sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan 
sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu 
diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun 
sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah 
(perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi 
legislative untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.  
Menurut Halim dan Abdullah (2010), hubungan keagenan menimbulkan 
asimetri informasi beberapa perilaku seperti oportunistik, moral hazard dan adverse 
selection. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya (1) anggaran 
memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung 
kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka, (2) 
alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam 
posisi politik terutama menjelang proses pemilihan yaitu program yang menarik bagi 





C. Good Political Party Governance 
Dalam penciptaan tata kelola keuangan parpol yang semakin transparan ke 
publik. Penjabaran aspek pertanggungjawaban keuangan UU Parpol/UU No.31 2002, 
UU Pemilu Legislatif/UU No.12 2003 dan UU Pilpres/UU No 23 2003 ditandai 
dengan penerbitan SK KPU No. 676 tahun 2003. Pengesahan KPU dilakukan pada 
tanggal 3 Desember 2003.  
Penyusunan SK KPU tersebut beserta lampiran lampirannya adalah hasil dari 
MOU antara KPU dengan IAI ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2003. Melalui 
SK KPU No. 676 memberikan pedoman standar bagi parpol untuk tata kelola 
adminstrasi yang baik meliputi 3 hal pokok, sebagai lampiran SK tersebut yaitu:  
1. Tata Administrasi Keuangan Peserta Pemilu (Buku I)  
2. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik (Buku II)  
3. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu (Buku III)  
Menurut Bastian (2007:169), SK KPU No. 676 Tahun 2003 tentang Tata 
Adminstrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik serta pelaporan 
dana kampanye peserta pemilu adalah:  
1. Dalam rangka penyusunan laporan dana kampanye, peserta pemilihan umum 
wajib memiliki rekening khusus dana kampanye;  
2. Rekening khusus dana kampanye harus didaftarkan ke Komisi Pemilihan 
Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan sebagai 





3. Periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye pemilu 
bagin peserta pemilu dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu oleh 
KPU sampai dengan dua hari sebelum hari pemungutan suara;  
4. Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye harus mencakup 
penjelasan:  
a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; 
b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran.  
5. Sisa dana kampanye di akhir periode diserahkan oleh peserta pemilu melalui 
berita acara penyerahan kepada: 
a. Partai politik, jika peserta pemilu adalah partai politik;  
b. Calon anggota DPD, jika peserta pemilu adalah perseorangan;  
c. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, 
jika peserta pemilu adalah pasangan Calon.  
6. Laporan dana kampanye pemilihan umum partai politik dan calon anggota 
Dewan Perwakilan Daerah wajib diserahkan kantor akuntan publik selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hari pemungutan suara, dan 
penyelesaian audit serta penyampaiannya kepada KPU, sesuai dengan Undang-
Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;  
7. Laporan dana kampanye pemilihan umum pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden wajib disampaikan kepada KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 
setelah hari pemungutan suara dan proses serta penyelesaian auditnya sesuai 





8. Peserta pemilu wajib mencatat setiap kegiatan kampanye, baik yang 
diselenggarakan sendiri oleh peserta pemilu maupun yang diselenggarakan oleh 
pihak lain;  
9. Catatan kegiatan kampanye pemilu mencakup informasi mengenai bentuk 
kampanye, tempat dan tanggal penyelenggaraan, jumlah biaya penyelenggaran 
yang disertai dengan bukti-bukti yang dapa dipertanggungjawabkan;  
10. Penyelenggaraan dan pendanaan kampanye oleh pihak ketiga diperlakukan 
sebagai penerimaan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk kepada 
ketentuan peraturan perundangan-undangan;  
11. Setiap partai politik dan peserta pemilu menetapkan kebijakan penilaian 
sumbangan dalam bentuk nonkas berdasarkan harga pasar wajar pada saat 
12. Diterimanya sumbangan tersebut dengan menggunakan metode penilaian yang 
dapat dipertanggungjawabkan yaitu:  
a. Nilai jual Objek Pajak untuk tanah dan bangunan.  
b. Nilai taksiran organisasiasuransi untuk kendaraan bermotor.  
c. Bukti pembelian (faktur, kwitansi, dan lain-lain) yang masih 
menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan.  
d. Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan.  
e. Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen.  






13. Diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang 
berlaku secara umum diperlakukan sebagai sumbangan yang batasan dan 
pengaturannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku;  
14. Utang atau pinjaman peserta pemilu yang timbul dari penggunaan uang atau 
nonkas dari pihak lain diperlakukan sebagai sumbangan biasa yang batasan dan 
pengaturannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Rancangan Undang-Undang No.2 tahun 2011 adalah sebagai berikut:  
1. Hak Partai Politik Terkait Keuangan:  
a. Memungut iuran anggota  
b. Menerima sumbangan yang sah menurut hukum  
c. Menerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
d. Mengatur lebih lanjut pengelolaan keuangan dalam AD dan ART. 
Pengelolaan keuangan dalam ketentuan ini meliputi penerimaan dan 
pengeluaran yang memenuhi persyaratan standar akuntansi keuangan.  
2. Kewajiban Partai Politik Terkait Keuangan  
a. Memuat tentang keuangan partai politik dalam AD  
b. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 





c. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali 
kepada Pemerintah setelah diaudit oleh akuntan publik.  
d. Memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilu dan menyerahkan 
laporan keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan 
suara. Rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang khusus 
menampung dana kampanye pemilu, yang dipisahkan dari rekening 
keperluan lain.  
e. Mengelola penerimaan dan pengeluaran partai politik melalui rekening kas 
umum partai politik.  
f. Pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat 
kabupaten/kota melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan 
pengeluaran partai politik.  
g. Pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat 
kabupaten/kota menyusun laporan keuangan partai politik setelah tahun 
anggaran berkenaan berakhir sesuai dengan standar akuntansi keuangan 
yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.  
h. Pengurus partai politik tingkat pusat menyusun laporan keuangan 
konsolidasian partai politik yang merupakan penggabungan dari laporan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 setelah tahun anggaran 
berakhir kepada kantor akuntan publik untuk diaudit.  





a. Perorangan yang bukan anggota partai politik yang bersangkutan boleh 
memberikan sumbangan paling banyak satu milyar Rupiah per orang dalam 
waktu satu tahun.  
b. Organisasi dan/ atau badan usaha boleh memberikan sumbangan paling 
banyak tiga milyar Rupiah dalam waktu satu tahun.  
4. Larangan-Larangan  
a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam 
bentuk apapun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Pihak asing adalah warga negara asing, organisasi kemasyarakatan asing 
dan pemerintahan asing.  
b. Menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana 
pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.  
c. Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha 
melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  
d. Meminta atau meneriima dana dari badan usaha milik negara (BUMN), 
badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa atau dengan 
sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemanusiaan.  
e. Mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha. 
5. Pengawasan  
a. Departemen Dalam Negeri berwenang meminta laporan daftar 





laporan keuangan tahunan partai politik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf h dan huruf i.  
b. Departemen Dalam Negeri berwenang melakukan penelitian terhadap 
kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan-larangan partai 
politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), (3), (4) dan (5).  
c. KPU berwenang meminta hasil audit laporan keuangan dana kampanye 
pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j.  
6. Sanksi 
a. Penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh 
Departemen Hukum dan HAM jika hal keuangan tidak dimuat dalam AD 
partai politik.  
b. Teguran oleh Pemerintah jika partai politik tidak membuat pembukuan, 
memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta 
tidak mengumumkannya kepada masyarakat.  
c. Penghentian bantuan APBN/ APBD jika partai politik tidak menyampaikan 
laporan keuangan secara berkala setahun sekali setelah di audit oleh 
akuntan publik; tidak mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian 
yang telah di audit akuntan publik kepada masyarakat dan 
menyampaikannya kepada pemerintah.  
d. Teguran terbuka oleh KPU jika partai politik tidak memiliki rekening 
khusus dana kampanye pemilu menyerahkan hasil audit akuntan publik 





e. Teguran terbuka oleh Pemerintah jika partai politik menerima atau 
meminta sumbangan dari sumber yang dilarang memberikan sumbangan 
kepada pihak asing, menerima sumbangan melebihi batas, menerima 
sumbangan tanpa mencantumkan identitas yang jelas.  
f. Larangan mengikuti pemilu selanjutnya oleh Pengadilan Negeri jika partai 
politik mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan 
usaha.  
g. Pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang memberikan sumbangan 
kepada partai politik melebihi jumlah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
34.  
h. Pidana penjara dan denda bagi pengurus partai politik yang menerima atau 
menyuruh menerima sumbangan dari seorang dan/ atau perusahaan/ badan 
usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34.  
i. Pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang mempengaruhi atau 
memaksa sehingga seseorang dan/ atau perusahaan/ badan usaha 
memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 34.  
j. Penyitaan sumbangan yang melebihi batas  
k. Pidana penjara dan denda bagi pengurus partai politik yang melakukan atau 
menyuruh melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 





Hal-hal sebagaimana yang tersebut diatas tentunya menambah panjang 
persoalan-persoalan partai politik terlebih dalam persoalan kemampuan memanajerial 
keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang 
diamanatkan oleh pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik 
dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan penggeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK 
secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah 
anggaran berakhir. 
Dengan demikian begitu urgennya persoalan menejemen keuangan partai 
politik penulis lebih mempermasalahkan terkait dengan pertanggungjawaban 
keuangan partai politik menuju tata kelola partai politik yang baik sehingga mampu 
untuk mengawal kebijakan dan visi misi serta idiologi dalam mencapai perbaikan 
dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana yang juga diamanatkan dalam ketentuan 
Undang–Undang partai politik yaitu Undang–Undang No 2 tahun 2008 yang telah 
diubah dengan Undang–undang Nomor 2 Tahun 2011. Oleh karena itu berdasarkan 
kondisi serta permasalahan tersebut diatas, maka keuangan partai politik harus di 
pertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk 








Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang 
menerapkan sistem akuntabilitas. Nurruzkiana dkk (2016) menjabarkan bahwa 
akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang memiliki makna bahwa proses 
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar 
benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut 
Permatasari dan Dewi (2011) ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi islam 
antara lain meliputi akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada manusia dan 
akuntabilitas kepada alam. Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan 
menerapkan syari’ah Islam dalam upaya menjaga mempertahankan amanah yang 
diberikan Allah SWT sedangkan akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan 
memberikan laporan-laporan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak 
yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sehingga realisasi kegiatannya baik 
keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan 
mendapat penjelasan.  
Menurut Astuty dan Fanida (2013) Akuntabilitas adalah kondisi dimana 
seseorang yang dinilai oleh orang lain karena pencapaian hasil dalam menyelesaikan 
tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari beberapa 
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah 
pertanggungjawaban dari pihak internal kepada pihak eksternal dalam mengelola 
suatu organisasi yang laporannya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 





Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl/16:91 
 َع َ َّللَّٱ ًُ ُج
ۡ











 َنُٔيَعۡفَت ا ٌَ  ًُ َيۡعَي َ َّللَّٱ َِّنإ ۚ الًيِفَن٩١  
Terjemahan:  
Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang 
kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu 
itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif islam jika 
dikaitkan dengan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah 
yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Dana yang 
diperoleh tersebut harus disyukuri dengan menyadari, menjaga dan menggunakannya 
dengan sebaik-baiknya. Besar atau kecil amanah, tetap harus dipertanggungjawabkan 
kepada pemberi amanah. 
Ludani dkk (2015) mengatakan pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan 
asas-asas dalam akuntabilitas yaitu :  
a. Komitmen pimpinan dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar 
akuntabel  
b. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan  
c. Berorientasi pada pencapaian misi dan visi dan hasil manfaat yang diperoleh  
d. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif.  
Adanya asas dalam akuntabilitas maka terdapat manfaat yang dapat diperoleh 





a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi  
b. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi  
c. Mendorong partisipasi masyarakat  
d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif dan 
ekonomis, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya  
e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan 
pengukuran kinerja  
f. Mendorong terciptanya iklim kinerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan 
disiplin.  
g. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyakarat  
Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas 
pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemegang keputusan sehingga hasil yang 
diharapkan dapat tercapai serta dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. 
E. Transparansi 
Selain akuntabilitas, transparansi adalah salah satu unsur dalam pengelolaan 
keuangan yang baik. Transparansi artinya dalam menjalankan suatu organisasi, 
mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut 
Etzioni (2010), transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang 
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 





pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 
Menurut Meutia dan Nurfitriana (2011) transparansi merupakan konsep yang 
sangat penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan 
praktik good governance. Praktik good governance mensyaratkan adanya 
transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. 
Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholders terhadap 
berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk 
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
kebijakan. 
Indikator dalam transparansi menurut Sudana (2015) diantaranya, laporan 
penerimaan keuangan dapat diakses oleh anggota suatu organisasi, donatur, 
masyarakat dan dapat diakses melalui website. Laporan pengeluaran keuangan dapat 
diakses oleh anggota suatu entitas, donatur, masyarakat dan dapat diakses melalui 
website. Laporan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh konstituen baik secara 
manual maupun melalui website. Dari pemaparan mengenai transparansi dapat 
disimpulkan bahwa transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur 
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam 
mengelola sumber daya yang dipercayakan. 
Adanya keterbukaan atau penerapan transparansi, maka konsekuensi yang akan 





pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pengurus organisasi nirlaba harus 
pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu 
sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja 
yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu 
dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. 
Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.  
Dengan menerapkan transparansi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan 
transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan stakeholders 
menurut Maries dkk (2017) adalah :  
a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran 
masyarakat dengan adanya kontrol sosial.  
b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi  
c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
kegiatan  
d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan  
e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan prinsip.  
Mengenai transparansi yang artinya kewajiban bagi para pengelola untuk 
menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian 
informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa 
informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada para 





ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Q.S. Al-Hujurat/49:6 
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Terjemahnya: 
 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia diperintahkan 
untuk melakukan tabayyun yaitu mencari tahu asal kebenaran informasi yang 
diterima, tidak secara langsung dapat mempercayai informasi tersebut, namun sifat 
tabayyun terhadap suatu informasi bukan berarti su’udzon terhadap sesama muslim, 
melainkan kita diperintahkan untuk menghindari terjadinya suatu musibah karena telah 
menerima informasi yang salah.  
F. Partai Politik 
Menurut Iqbal (2016) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 





(2011) yang menyatakan bahwa Partai politik adalah suatu kelompok yang 
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita 
yang sama.  
Menurut Neta (2011), Karakter utama partai politik adalah meraih kekuasaan 
atas nama rakyat, yang dilakukan melalui pemilu. Bila menang partai politik akan 
memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur 
pembuat kebijaksanaan (legislatif). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik 
melalui kedua jalur tersebut selalu mengatasnamakan rakyat dan berimplikasi luas 
terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu partai politik seharusnya memastikan 
bahwa setiap tindakan yang dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari 
pengaruh politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (Muis, 2009). Namun 
pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok 
kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang 
diterimanya. Oleh sebab itu, perlu ada pertanggungjawaban lainnya yang lebih 
subtansional, yaitu akuntabilitas (Abdi dkk, 2014). 
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah 
media aspirasi bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan 
dalam kehidupan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting 
dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, partai politik jangan hanya menjadi 
kendaraan politik bagi segelintir orang untuk meraih sukses. Tujuan kelompok ini 
yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara 





G. Peran dan Fungsi Partai Politik 
Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik 
mempunyai peranan (Rachmiatie, 2013): 
1. Dalam proses pendidikan politik; 
2. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai 
macam posisi dalam kehidupan bernegara; 
3. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat dan 
4. Sebagai penghubung antar penguasa dan rakyat. 
James Rosnau lebih menekankan pada fungsi partai politik sebagai sarana 
penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu system politik. Dalam 
hal ini menurutnya ada dua peranan penting partai politik dalam linkage partai politik, 
yakni (Muis, 2009): 
1. Sebagai institusi yang berfungsi penetrative (penetrative linkage) dalam arti 
sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam  proses pembentukan 
kebijakan negara; 
2. Sebagai “reactive linkage”, yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas 
kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. 
Menurut Neta (2011) Fungsi partai politik setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) 
perspektif, yaitu perspektif yuridis dan teoretis. Dari perspektif yuridis agar partai 





1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 
untuk kesejahteraan masyarakat; 
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; 
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme 
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 
Selanjutnya, dari perspektif teoretis, biasanya partai politik itu dilihat sebagai 
sebuah institusi yang memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk: 
1. Sosialisasi politik. Dalam fungsinya tersebut, maka partai politik akan menjadi 
media melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap 
fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. 
2. Partisipasi politik. Partai politik dapat menjadi alat mobilisasi warga negara ke 
dalam kehidupan dan kegiatan politik. 
3. Rekrutmen politik. Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang 
yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.  
4. Komunikasi politik. Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai 





mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam 
masyarakat berkurang. 
5. Artikulasi kepentingan. Menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan 
tertentu kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-
kelompok yang mereka bentuk bersama dengan pihak lain yang memiliki 
kepentingan yang sama. 
6. Agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana 
tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda 
digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah.  
7. Pembuat kebijaksanaan. Jelas bahwa suatu partai politik akan berusaha untuk 
merebut kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Sesudah partai 
politik itu merebut kekuasaan dalam pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif 
maupun legislatif, maka dia akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya 
dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan. 
H. Sumber Dana Organisasi Partai Politik 
Menurut Diputra (2017) Keuangan Partai Politik berdasarkan UU No. 2 Tahun 
2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 
Politik,  bersumber dari: 
1. Iuran anggota; 
UU No. 2 Tahun 2011, tidak membatasi besaran iuran anggota dan besaran 





2. Sumbangan perseorangan anggota 
Pendapatan sumbangan perseorangan anggota juga tidak dibatasi sama halnya 
dengan iuran anggota. 
3. Sumbangan perseorangan bukan anggota 
Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai 
Rp 1 miliar  (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran 
4. Sumbangan badan usaha  
UU No. 2/2011 mengubah batasan maksimum sumbangan badan usaha dari Rp 
4 miliar per tahun (UU No.2/2008) menjadi Rp 7,5 miliar (tujuh miliar lima 
ratus juta rupiah) per organisasi dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) 
tahun anggaran. 
5. Subsidi negara 
Partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari 
APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD. 
Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partai 
politik. 
Prinsip terbuka dan tanggung jawab mengacu pada transparansi dan 
akuntabilitas. UU No. 2 Tahun 2011 adalah peruntukan dana bantuan negara, yakni 
diprioritaskan untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat. Selain itu, 
Hadin (2016) menyatakan bahwa untuk menegakkan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik harus 





pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, bantuan keuangan berikutnya 
akan dihentikan.  
Dalam pasal 38 UU No 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik 
terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya 
masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun 
kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai 
politik. Pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa:  
1. Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. 
2. Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara 
periodik. 
3. Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana 
yang meliputi: laporan realisasi anggaran Partai Politik, laporan neraca dan 
laporan arus kas.  
I. Laporan Keuangan Partai Politik 
Menurut Anzar (2011) untuk memberikan laporan keuangan yang ideal sesuai 
dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No.45 organisasi nirlaba perlu membuat 
laporan keuangan, setidaknya memiliki 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut :  






b. Laporan aktivitas untuk suatu periode laporan yang mencakup organisasi secara 
keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset bersih selama satu periode.  
c. Laporan arus kas untuk satu periode laporan yang bertujuan untuk menyajikan 
informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. 
d. Catatan atas laporan keuangan adalah berisikan penjelasan – pemjelasan rinci 
atas akun dalam laporan keuangan.  
Menurut Rachmawati (2013), Pemakai Laporan Keuangan Partai Politik adalah 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan informasi keuangan partai politik dan 
dibedakan menjadi dua, yaitu:  
1. Pihak Internal, yaitu pihak pemakai informasi keuangan di dalam organisasi 
partai politik. Yang termasuk pihak internal adalah:  
a. Anggota Partai Politik, berkepentingan untuk mengetahui manajemen 
penggunaan dana yang telah mereka berikan melalui iuran maupun 
sumbangan, apakah telah digunakan sesuai dengan amanat partai dalam 
rangka kepentingan nasional dan menggunakan informasi dalam laporan 
keuangan untuk menilai kinerja kepengurusan partai.  
b. Pengurus, dalam rangka pengelolaan sumber daya partai politik.  
2. Pihak Eksternal, yaitu para pemakai informasi keuangan di luar organisasi 
partai politik. Yang termasuk pihak eksternal adalah:  
a. Komisi Pemilihan Umum, mempunyai kepentingan untuk menilai ketaatan 






b. Pemerintah (pemberi subsidi), mempunyai kepentingan atas subsidi atau 
bantuan dari anggaran Negara yang diberikan pemerintah (pusat maupun 
daerah) mengenai restriksi / pembatasan misalnya dalam hal larangan bagi 
partai politik untuk menggunakan dana yang mereka peroleh dari 
pemerintah untuk mendanai kegiatan kampanye pemilu.  
c. Masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi non pemerintah 
(LSM-Lembaga Swadaya Masyarakat) yang secara luas berkeinginan 
untuk mengetahui sejauh manakah cara partai politik mengelola keuangan, 
serta menilai apakah partai politik telah mampu menerapkan prinsip good 
political party governance.  
d. Penyumbang (donatur), memiliki kepentingan untuk menilai apakah 
sumbangan yang telah diberikan digunakan sebagaimana mestinya untuk 
kepentingan partai politik.  
e. Pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan akan informasi dalam 
laporan keuangan partai politik.  
Pada dasarnya laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 
pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 
bersangkutan (Kholmi, 2013). Rachmawati (2013) mengatakan laporan keuangan 
merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk mengomunikasikan informasi 
keuangannya kepada pihak luar dalam rangka membuat keputusan-keputusan 
ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban. Laporan ini menyediakan 





45 menjelaskan mengenai tujuan laporan keuangan entitas nirlaba yaitu, pertama 
menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber 
daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang kedua adalah pihak 
pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan dalam menilai jasa yang diberikan 
entitas nirlaba dan kemampuannya dalam terus memberikan jasa tersebut, menilai 
cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerjanya. Dari 
penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan yang 
baik adalah ditandai dengan mudahnya masyarakat memahami laporan keuangan, 
memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. 
J. Rerangka Pikir 
Setiap partai politik bertujuan untuk menjadikan sebuah pemerintahan yang 
baik (Good political party governance) yaitu suatu sistem tata kelola sumber daya 
organisasi yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan prinsip-
prinsip terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta dengan tujuan untuk 
memberikan kepercayaan kepada stakeholders khususnya kepada publik bahwa 
sumber daya partai politik telah dikelola secara efektif dan efisien dan dengan 
kepercayaan publik maka organisasi partai politik menjadi kuat. Menurut Tapatfeto 
(2013) salah satu unsur dalam good governance adalah transparansi dan akuntabilitas, 
dimana keterlibatan pihak-pihak selain pemerintah untuk bersama-bersama 
melaksanakan kepentingan publik menjadi hal yang sangat penting. 
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A. Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Ditinjau dari basis metodenya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan 
dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah (Sugiyono, 2014).  
Penelitian deskriptif menurut Moleong (2010:9) meliputi : penelitian yang 
menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu, 
penggunaan fasilitas masyarakat, memperkirakan proposisi yang mempunyai 
pendapat, sikap dan tingkah laku tertentu, berusaha melakukan suatu ramalan, serta 
mencari suatu hubungan antara dua variabel atau lebih.  
2. Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan selama 4 bulan, mulai Oktober 2017 hingga Januari 2018. 









Objek yang menjadi penelitian ini adalah Partai NasDem, Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 
Alasan peneliti menjadikan partai tersebut sebagai objek penelitian dikarenakan pada 
saat observasi lapangan partai lain memiliki hambatan untuk diteliti. 
Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan dari Komite Pemantau 
Legislatif (KOPEL) dan media dalam hal ini manager produksi dari Tribun Timur 
sebagai komparasi dan penguat data wawancara. Untuk pemilihan informan 
dilakukan dengan ditunjuk secara purposive. Penunjukan ini ditentukan berdasarkan 
pertimbangan bahwa sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji 
sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma 
interpretif yang menitikberatkan pada pemahaman para informan tersebut. Menurut 
Sugiyono (2016:52) penelitian kualitatif berusaha mengonstruksi realitas dan 
memahami maknanya, sehingga peneltian kualitatif biasanya sangat memperhatikan 
proses, peristiwa dan otensitas. Pada dasarnya penelitian kualitatif kehadiran nilai 
peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan 
jumlah relatif sedikit. Chariri (2009:5) menjelaskan tujuan pendekatan interpretif 
tidak lain adalah menganalisis realita sosial manusia yang tercipta dalam rangka 





interpretif tidak menempatkan objektifitas sebagai hal terpenting, melainkan 
mengakui 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian  
1. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data 
kualitatif  merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data 
yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian.  
2. Sumber Data 
Menurut Kuncoro (2013:148) berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 
dua yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian ini bersumber dari data 
primer yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam dengan informan 
yang dianggap berkompeten dibidangnya. Data yang digunakan adalah subjek yang 
berasal dari wawancara dengan informan dan data dokumenter.  
Sedangkan data sekunder berupa data pendukung untuk diperoleh dari berbagai 
sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan 
digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini. Oleh 
karena itu, informan tersebut di atas dipilih secara sengaja dengan 
mempertimbangkan kriteria yang merupakan individu yang telah cukup lama dan 
intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran 





juga telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya 
yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.  
Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 
a) Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasional 
Demokrat (NasDem) 
b) Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
c) Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) 
d) Bendahara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
e) Direktur Advokasi Anggaran Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) 
f) Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) 
g) Ketua Jurusan Prodi Ilmu Pemerintahan Unimus Makassar (Akademisi) 
h) Manager Produksi Tribun Timur (Media) 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi 
Observasi (observation) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan 
data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Metode pengumpulan 
data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan namun juga dapat 
digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Disini, Peneliti terjun ke 
lapangan untuk mendapatkan data secara langsung. 





Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam. Untuk wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dianggap 
berkompeten. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi 
terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih bebas yang merupakan 
gabungan dari teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam hal ini, 
mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, 
kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Tujuan 
dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka 
serta memperoleh jawaban maupun keterangan yang lebih lengkap dan mendalam. 
Wawancara dilakukan secara terbuka di mana para subjeknya tahu bahwa mereka 
sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara dilakukan.  
3. Studi Pustaka  
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan 
mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan 
dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya 
penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.  





Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan 
referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
5. Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara 
dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016:82). Teknik ini digunakan untuk 
menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber 
dari dokumen-dokumen tertulis. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar 
belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan 
triangulasi untuk mengecek kesesuaian data dan merupakan bahan utama dalam 
penelitian. 
E. Instrumen Penelitian  
Dalam penelitian ini terdapat beberapa alat yang digunakan dalam memperoleh 
data yang dibutuhkan dan diharapkan instrumen penelitian ini mampu untuk 
membuktikan hasil penelitian yang ada. Adapun instrumen penelitian yang digunakan 
oleh peneliti, meliputi:  
1. Kamera 
2. Buku catatan  
3. Handphone  
4. Alat tulis  





6. Buku, jurnal dan referensi lainnya  
F. Metode Analisis Data  
Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta 
empiris dengan cara terjun ke lapangan kemudian mempelajari fenomena yang ada 
dilapangan. Ada beberapa tahap dalam aktivitas analisis data, yaitu: 
1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian 
materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan  sesuai dengan pokok 
masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan 
dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. 
2. Penyajian data dilakukan untuk menyajikan kumpulan informasi tersusun yang 
memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan 
tema-tema yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahapan reduksi data. 
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah 





proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, 
dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Sebuah penelitian harus diteliti keabsahannya sehingga dapat dikatakan valid 
atau mengungkapkan kebenaran yang objektif. Uji keabsahan data dalam penelitian 
kualitatif menurut Sugiyono (2014:121) meliputi uji kredibilitas data, uji 
transferability, uji dependability dan uji confirmability. Menguji data dengan 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu namun memiliki hubungan yang jelas 
yakni dengan melakukan pengecekan atau menggolong-golongkan hal yang mampu 
dijadikan sebagai pembanding dari data tersebut. Dengan demikian dalam penelitian 
ini uji keabsahan data dilakukan dengan tiga uji antara lain: 
1. Triangulasi Sumber Data  
Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran atas informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui wawancara, observasi 
maupun survei, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi 
dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau 
data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula 
mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Penulis melakukan pengecekan 





dianggap lebih berkompeten dan menjawab pertanyaan wawancara sesuai dengan 
realita yang ada sebagai komparasi dan penguat data wawancara. 
2. Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 
data  dengan cara yang berdeda. Triangulasi teknik adalah usaha mengecek 
keabsahan data atau mencek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi teknik dapat 
dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk 
mendapatkan data yang sama. Pelaksanaan juga dengan cara cek dan recek (Bachri, 
2010).  
3. Triangulasi Teori 
Triangulasi Teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau 
dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan analisis data yang lebih lengkap, dengan 
demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif (Bachri, 2010).  
Penulis mencoba memadukan antara teori agensi dan teori sinyal guna mencari solusi 
dalam mengungkapkan pertanggungjawaban keuangan partai politik. 
4. Menggunakan Bahan Referensi 
Menurut Sugiyono (2016:128) yang dimaksud dengan bahan referensi disini 
adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 
peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya 
rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan 
perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian 





kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, 
sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau 






HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa bagian-bagian yang 
diharapkan dapat menjadi gambaran secara umum berkaitan dengan masalah yang 
akan diteliti. Adapun yang akan dipaparkan pada bab ini adalah gambaran umum 
lokasi penelitian, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
mencakup struktur Dewan Pengurusan Daerah (DPD) dan visi misi dari partai 
tersebut. 
1. Gambaran Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) 
a. Profil Partai Nasional Demokrat (NasDem) 
Partai NasDem adalah partai baru yang secara resmi lolos verifikasi oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang nantinya akan ikut bertarung dalam pemilu 
2014. Partai NasDem sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 
di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Deklarasi Partai NasDem hanyalah salah satu 
tahapan dari satu rangkaian proses panjang perjalanan partai. Guna mendapatkan 
status resmi sebagai Partai Politik yang berhak mengikuti rangkaian proses pemilu 
pada tahun 2014, Partai NasDem didaftarkan ke Kemeterian Hukum dan Hak-hak 
Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa lepas dari 





Pada Kongres Pertama Partai NasDem yang digelar pada 25 hingga 26 Januari 
2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai 
keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih 
dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 
Partai NasDem periode 2013-2018. Keputusan tersebut diambil pada siding pleno 
pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Seluruh 33 Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat 
organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Avokasi Hukum, 
dan Petani NasDem), bersatu suara mempercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda 
Partai NasDem selama lima tahun. 
Partai NasDem Kabupaten Gowa terbentuk pada Februari 2010, Partai NasDem 
kabupaten gowa beralamat di Jl. Manggarupi Raya BTN. Gowa Mas Indah Blok B 
No. 1, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa. 
b. Struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten 
Gowa 
I. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH 
Ketua  : Amir Usman 
Anggota  : Darwis Ismail 
Anggota  : Iswarni Susanna 




Ketua  : H. Subair Tutu 
Anggota  : M. Jabir Hijas 
Anggota  : Hadria 
III. DEWAN PIMPINAN DAERAH 
Ketua      : H. Azhar Usman 
Wakil Ketua Bid. Pemilihan Umum   : Hendrik Wijaya 
Wakil Ketua Bid. Organisasi, Keanggotaan  
dan Kaderisasi     : Safriadi Djaenaf 
Wakil Ketua Bid. Media dan Komunikasi Publik : Hamril Taha, SE 
Wakil Ketua Bid. Politik dan Pemerintahan : Hasmollah, SE 
Wakil Ketua Bid. Hukum, Advokasi dan HAM    : Muh.Syahyani P, SH 
Wakil Ketua Bid. Otonomi Daerah  : Muh. Ridwan B, SH 
Wakil Ketua Bid. Pertanian dan Maritim  : Ir. Kurnia Taufik 
Wakil Ketua Bid. Pengabdian dan Pemberdayaan 
Masyarakat  : Ir. Muh Amir Ali 
Wakil Ketua Bid. Kesehatan, Perempuan dan  
Anak  : Hj. Husniati M, SE 
Wakil Ketua Bid. Industri, Perdagangan dan  
Tenaga Kerja : M. Syuaib 
Wakil Ketua Bid. Olahraga Pemuda dan 





Wakil Sekretaris Bid. Internal dan  
Kesekretariatan : Naslawiah, SE 
Wakil Sekretaris Bid. Eksternal : St. Nurhaya 
Bendahara : Saparuddin DN 
Wakil Bendahara Bid. Penggalangan Dana : Sukma Juwati 
Wakil Bendahara Bid. Pengolahan Aset : Hj. Nia Dg. Kebo 
c. Visi dan Misi Partai NasDem Kabupaten Gowa 
Partai NasDem adalah alat perjuangan baru agar demokrasi di Indonesia 
menemukan kesejatiannya, dan bukan sekedar praktek formal prosedural semata. 
Demokrasi harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa menjadikan 
rakyat sejahtera, demokrasi ibarat pohon yang berbunga tetapi tanpa buah. Indah 
dipandang tetapi tak dapat dinikmati. Adapun visi partai Nasdem : “Indonesia yang 
merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam 
budaya. 
Adapun misi yang diemban oleh Partai NasDem, antara lain: 
1. Membangun Politik Demokratis berkeadilan berarti menciptakan tata ulang 
demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka 
akses masyarakat secara keseluruhan.  
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka 




termasuk di dalamnya ditribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan 
berjuang pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.  
3. Menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa. Dalam 
mewujudkan ini maka, sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan 
nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi 
seluruh rakyat Indonesia.  
2. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
a. Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gowa 
Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat 
untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 
1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra 
Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini 
menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi 
Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah 
Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman 
Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai 
politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir 
Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis 
ahlussunah wal jamaah. Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, 
yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith 




musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, 
Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat. 
Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul 
Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah: Bahwa 
cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa 
yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab 
dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan 
dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji 
serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, 
bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, 
serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. 
Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta 
didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga 
Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang 
bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai 





b. Struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKB Kabupaten Gowa 
Adapun susunan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gowa 
periode 2017-2022: 
Dewan Muntasyar 
1. K. M. Yusuf Tepu, S.Ag. 
2. Ir. H. Achmad R djal 
3. Latanrang Dg. Mattawang 
Dewan Syura 
Ketua   : Kompol (Purn.) Djamaluddin 
Sekretaris   : Idham Malik 
Wakil Sekretaris  : Drs. H. M. Idris 
Dewan Tanfidz 
Ketua   : Drs. H. Abd. Latif Hafid 
Sekretaris   : Drs. Agussalim, M.Si 
Bendahara  : Hj. St. Hania Hafid, S.E. 
c. Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Adapun visi yang diemban adalah: 
1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana 
dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 





3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan 
berakhlakul karimah. 
Adapun misi yang diemban oleh PKB adalah: 
1. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi 
kerakyatan yang adil dan demokratis; 
2. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum 
yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak 
asasi manusia, dan berkeadilan sosial; 
3. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern 
dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat 
dan martabat bangsa; 
4. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap 
lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan 
nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan; 
5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap 
kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong 
terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang 
menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun 
institusi tertentu dalam masyarakat. 
3. Gambaran Umum Partai Amanat Nasional (PAN) 




Partai Amanat Nasional (PAN) lahir sebagai bagian dari sebuah ikhtiar besar. 
Yakni usaha membangun sebuah masyarakat madani, yang bisa bertahan dari 
cengkraman birokrasi sipil serta militer dan bisa tangguh dihadapan desakan modal 
yang besar. Partai ini, melalui proses politik yang demokratis, ingin membangun 
sebuah Indonesia yang terdiri dari individu-individu yang mandiri, 
organisasiorganisai rakyat yang kuat dan satuan-satuan administrasi yang otonom. 
Partai Amanat Nasional adalah partai politik Indonesia yang diketuai oleh Hatta 
Rajasa. Partai ini berdiri sejak 3 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya 
Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan 
Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil 
Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya di Jakarta.  
Partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan 
nama Partai Amanat Bangsa (PAB). Partai politik ini adalah salah satu partai yang 
manjadikan sebagai landasan asas berpolitiknya, yaitu "Ahlak Politik Berlandaskan 
Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. Menurut PAN Agama adalah 
landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan 
martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, 
keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia 
sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini bersifat 
terbuka bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari 




Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupatem Gowa berdiri pada tanggal 28 
Agustus 1998 yang beralamat di Jalan Andi Tonro No. 49 A. Kelurahan Bonto-
Bontoa Kecamatan Somba Opu. 
b. Struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kabupaten Gowa 
Adapun susunan pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Gowa periode 
2015-2020: 
1. Majelis Penasehat Partai Daerah 
Ketua    : Syarifuddin Tutu 
Wakil Ketua   : M. Saleh Saus Kr Tompo 
Sekretaris   : H.M. Usman Rachim 
Wakil Sekretaris  : H. Rasyid Lurang 
Bendahara   : H.M. Dahlan Kaba 
Wakil Bendahara  : H. M. Yusuf Uddin Kr Tutu 
2. Pengurus Harian DPD 
Ketua    : Abdul Haris Tappa 
Sekretaris   : Mappaudang Dg Lingka 
Bendahara   : H. Muhammad Jufri 
Bidang-Bidang: 
1. Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan [POK]: 
Ketua     : Muhammad Zakir Lengu 





Ketua    : Mansyur Miala 
Sekretaris   : Syafruddin Rasyid 
3. Pemenangan Pemilu: 
Ketua    : A. Muh. Yusuf Harun 
Sekretaris   : Syahrul S. 
4. Hubungan Antar Lembaga dan Perluasan Jaringan: 
Ketua    : Ari Bakri Pato 
Sekretaris   : Alamsyah Ahmad 
5. Penelitian dan Pengembangan: 
Ketua    : Idham Khalid 
Sekretaris   : Ahmad Suratmi 
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak: 
Ketua    : Hasnah Restu 
Sekretaris   : Rosmiati SR 
7. Politik dan Hankam: 
Ketua    : Nurlianah Usman 
Sekretaris   : Salahuddin 
8. Pemerintahan dan Otonomi Daerah: 
Ketua    : Nasrullah Karim 
Sekretaris   : Musriadi M Saleh 
9. Hukum dan HAM: 




Sekretaris   : Haeruddin SiP 
10. Advokasi dan Perjuangan Rakyat: 
Ketua    : M. Yunus Palele 
Sekretaris   : Ikhwanuddin 
11. Komunikasi dan Informasi Publik: 
Ketua    : Yusrizal Kamaruddin 
Sekretaris   : Darmawati Awing 
12. Pendidikan dan Inovasi IPTEK: 
Ketua    : Mahmud Rahim 
Sekretaris   : Muthahirah M 
13. Kesehatan: 
Ketua    : Musdhalifah 
Sekretaris   : Nurifa Dg Memang 
14. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 
Ketua    : Iskandar Idrus 
Sekretaris   : Ahmad Lawa 
15. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 
Ketua    : H. Rahman Taranngati 
Sekretaris   : Putri Andikawardana 
16. Kemandirian Energi dan Sumber Daya Mineral: 
Ketua    : Baharuddin Sarro 




17. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Ketua    : Sauddin 
Sekretaris   : Hj St Salmah 
18. Pelayanan Sosial dan Tanggal Bencana: 
Ketua    : Haeruddin Ahmad 
Sekretaris   : Marwan Nompo 
19. Pemuda dan Komunitas: 
Ketua    : Syarifuddin Kancing 
Sekretaris   : Muh. Akbar Adisaputra 
20. Olahraga dan Pengembangan Prestasi: 
Ketua    : Mustakir M Saleh 
Sekretaris   : M Basri Tunru 
21. Cyber dan Multimedia: 
Ketua    : Hj. St Jamilah Dg Kanang 
Sekretaris   : Hj. Maimunah Dg Sinja 
c. Visi dan Misi Partai Amanat Nasional (PAN) 
Adapun Visi PAN adalah: “Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan 
dalam mewujudkan masyarakat madani yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan 
demokratis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhai Allah swt, 
Tuhan Yang Maha Esa.” 
Adapun misi yang diemban oleh PAN adalah:  




2. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan 
memperjuangkan kepentingan rakyat. 
3. Mewujudkan PAN sebagai partai modern yang berdasarkan system dan 
manajemen unggul melalui budaya organisasi yang luhur dengan 
mengoptimalkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan partai. 
4. Mewujudkan PAN sebagai partai politik yang tangguh dalam menghadapi 
tantangan perubahan zaman dan responsive dalam memberikan solusi terhadap 
berbagai persoalan bangsa. 
5. Mewujudkan tata pemerintahan Negara Kesatuan RI yang baik dan bersih 
(good governance), demokratis yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan 
mecerdaskan kehidupan bangsa. 
6. Mewujudkan Negara Kesatuan RI yang bersatu, berdaulat, demokratis, unggul, 
mandiri, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadailan sosial, serta dihormati dalam 
pergaulan Internasional. 
4. Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  
a. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang merupakan lanjutan dari 
Partain Keadilan (PK) yang tidak lolos electoral threshold pada pemilu tahun 1999. 




Baru, Jakarta pada tanggal 20 juli 1998. Presiden (ketua) partai ini adalah 
Numahmudi Isma‟il. Setalah dinyatakan lolos verifikasi Partai Keadilan (PK) 
pertama kali ikut dalam pemilu tahun 1999 dan meraih 1,4 juta suara. Akibat UU 
pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimun keikut sertaan 
parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) yaitu 2% maka PK harus 
merubah namanya untuk dapat ikut kembali di pemilu berikutnya. Pada tanggal 9 
Jumadil Ula 1423H atau bertepatan dengan hari sabtu, tanggal 20 April tahun 2002 , 
PKS didirikan di Jakarta dengan bergabungnya PK dan PKS maka secara otomatis 
semua hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. 
Pada pemilu tahun 2004 PKS memperoleh suara sebesar 8.325.020 atau sekitar 
7,34% dari jumlah total suara dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 
kursi.31 Sedangkan pada pemilu tahun 2009 lalu, PKS kembali berhasil mendapatkan 
10% atau 57 kursi di DPR dan memperoleh suara sebanyak 8.206.955 atau sekitar 
7,9%32, dengan hasil tersebut PKS menjadi satu-satunya partai yang berbasis islam 
yang memiliki perolehan suara meningkat setiap pemilunya. 
b. Struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Gowa 
Adapun struktur kepengurusan: 
Ketua Umum       :Trie Alfiard Hasyim, SE 
Sekretaris Umum      : Abd Rahman, S.Pd 
Bendahara Umum      : Ridwan Bakka, S.Ag. 
Biro Akuntansi dan Keuangan     : Suriyadi, S.Kom. 




Ketua        : Sandy, SE, M.Si 
Biro Kesekretariatan dan Perencanaan    : Abdullah Ibnu Ja’far 
Biro Kurikulum dan Media     : Muhammad Nasir, Lc 
Biro Diklat       : Abu Fawwas 
Biro Pembinaan Anggota Inti     : Ummu Asma 
Biro Kaderisasi Struktural     : Arfan, A.Md. 
Biro Kaderisasi Kultural     : Junaedy, Lc. 
  Ummi Gina 
 
2. Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga 
Ketua        : Hadiah, A.Amd.Ft 
Sekretaris       : Fitriani, S.Sos 
Deputi Ketahanan Keluarga     : Rasdiana, S, Ag 
ST Sarah, S.Sos 
Deputi Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan  : Hajar Ratnaningtyas, ST 
 Nurhayati 
Deputi Kajian Perempuan, Keluarga & Anak   : Hasnur Azis, ST 
Deputi Hubungan Kelembagaan Perempuan   : Salmawati, Lc. 
3. Bidang Kepanduan dan Olahraga 
Ketua        : Nasir, A,Md 
Sekretaris       : Suleman, S.Or.,S.Pd 




Ketua        : Suardi, S.Pd.I 
Wakil        : Sudirman, S.Thi 
Sekretaris       : Marwan, S. Pd 
Biro Tunas Bangsa      : AlfiSyahr, S.Thi 
  Diamansyah, S.Pdi 
Biro Mahasiswa      : Zahrul 
  Ahmad Abu nawas 
Biro Pelopor Kepemudaan Kreatif    : Khairul Khamzah 
  Muhedi 
Biro Pemuda Religius      : Saiful Hasibuan 
  Hasballah Amin 
Biro Seni dan Budaya      : Marwan, S.Pd 
5. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup 
Ketua   : Catur Wulan, S.Kom 
Sekretaris       : Suharyuni Haeruddin 
Biro Ekonomi, Keuangan dan Industri   : Suharni, S.Si, M.Si 
  Muliati Annisa 
Biro Tekhnologi      : Asriana 
  Sri Ayu Putriningsih 
Biro Ketahana Pangan dan Lingkungan Hidup  : Yulianti Ainuddin, ST 
  Nur Rahmia, ST 




Ketua        : H. Muh. Fitriady, S.IP 
Sekretaris                                        :Hasanuddin, S.S, M.Pd.I 
7. Bidang Hubungan Masyarakat 
Ketua        : Tajuddin Nur, S.IP 
Sekretaris       : Izhar Maulana, S.Pd.I 
Biro Publikasi dan Relasi Media    : Tajuddin Nur, S.IP 
Biro Hubungan Antar Lembaga    : Izhar Maulana, S.Pd.I 
Biro Riset dan Monitoring     : Isra Damayanti, S.Si. 
Biro Media Baru, Pelatihan dan Pengembangan  : Usman, S.Ag. 
8. Bidang Polhukam, Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi 
Ketua       : H. Muhammadong Dg 
 Rate, SE 
Sekretaris       : Muhammad Hamid 
9. Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Ketua    : Muhammad  
  Johan, .S.S, M.Pd.I 
Biro Pendidikan      : Hasriyanti 
  Hamriah 
  Delyana 
Biro Sosial       : Anas, S.Sos 
  Diamansyah 




Ketua        : Taufan Abdul Salam 
Biro Data dan Informasi     : Amirullah 
Biro Pendidikan dan Pelatihan     : Rustam, S.Pdi 
Biro Kemitraan, Investasi dan Pembiayaan   : Usman Maming, ST 
 
11. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Dakwah IV (Bungaya, 
Tompobulu, Bontolempangan, Biringbulu) 
Ketua        : Abu Hanif 
12. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Dakwah VI (Bajeng dan 
Bajeng Barat) 
Ketua        : Abu Latifah 
13. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Dakwah VII (Pallangga 
dan Barombong) 
Ketua        : Abd Azis 
c. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah: 
“Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”. 
1. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang 





2. Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan 
politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsial 
dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas.  
3. Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi 
kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan 
makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik 
sejahtera. 
4. Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar 
dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa 
yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, 
maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan 
kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti 
yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan 
kreativitas.  
Adapun Misi yang diemban oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah:  
1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, 
dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.  
2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan 
kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, 
pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang 
dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan 




industri nasional dengan pendalaman struktur & upgrading kemampuan 
teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan 
baru berbasis resources &knowledge.  
3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan 
nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM 
yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera.  
B. Deskripsi Hasil Penelitian 
1. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Partai Politik 
Menurut Adiwirya (2015) dan Patton (2011) transparansi dan akuntabilitas 
merupakan konsep yang berkaitan erat satu sama lain, karena tanpa transparansi tidak 
mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya, transparansi tidak akan banyak bermanfaat 
tanpa dilengkapi akuntabilitas. Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk 
kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang 
berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan 
bagaimana pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara 
transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan organisasi, 
berapa besarnya anggaran yang digunakan dan bagaimana hasil tindakannya. 
Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan oleh 














أَو ًۡ ُلۡيَيَع َ َّللَّٱ ًُ ُج
ۡ
يَعَج َۡدكَو ا َْ ِد
 َنُٔيَعۡفَت ا ٌَ  ًُ َيۡعَي َ َّللَّٱ َِّنإ ۚ الًيِفَن٩١  
Terjemahan:  
Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang 
kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu 
itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa menjaga janji baik kepada Allah SWT 
atau Manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah 
SWT, jika telah bernadzar, maka tepatilah nadzar tersebut dan jika melakukan 
perjanjian dalam urusan ekonomi dan sosial, maka harus berkomitmen sesuai 
dengan perjanjian yang ada dan tidak boleh melanggarnya, karena sesungguhnya 
Allah maha mengetahui apa yang telah kita perbuat. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa akuntabilitas dalam perspektif islam jika dikaitkan dengan partai politik adalah 
bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk 
dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Dana yang diperoleh tersebut harus 
disyukuri dengan menyadari, menjaga dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. 
Besar atau kecil amanah, tetap harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi 
amanah. 
Partai politik yang termasuk dalam organisasi nirlaba menerapkan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangannya agar mampu memberikan pertanggungjawaban 
mengenai dana bantuan yang diberikan dari pemeritah, dana sumbangan dari donatur 




prioritas atas kebutuhan yang mesti dipenuhi dengan memanfaatkan anggaran yang 
ada. Partai politik harus mengatur pengelolaan keuangan partai dalam AD/ART. 
Pengelolaan dana dalam internal partai sangatlah menentukan eksistensi partai dalam 
perpolitikan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan dari 4 partai 
politik di Kabupaten Gowa terkait penerapan akuntabilitas partai, hasil wawancara 
sebagai berikut: 
“Akuntabilitas partai NasDem itu saya rasa sudah bagus karena dana yang kita 
terima itu sebesar Rp 97.354.438 kita gunakan memang untuk kegiatan partai 
tidak boleh selain keperluan partai dan dibuatkan pertanggungjawaban itu.” 
(Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi Partai 
NasDem, wawancara tanggal 23 Oktober 2017). 
“Penerapan akuntabilitas yang diterapkan pada Partai Kebangkitan Bangsa ini 
saya rasa sudah cukup efektif karena dana dari pemerintah sebesar Rp 
64.742.492 itu kita pergunakan untuk kegiatan partai politik itu sendiri dan 
pertanggungjawabannya melalui penyajian laporan keuangan.” (Drs. Abd. 
Hafild selaku Ketua PKB, wawancara tanggal 24 Oktober 2017). 
“Akuntabilitas yang diterapkan pada PAN menurut saya sudah baik, karena 
dengan adanya laporan keuangan yang kami buat sama halnya sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kami terhadap dana yang diberikan dari pemerintah 
sebesar Rp 158.768.257 yang mengharuskan adanya penyajian laporan 
keuangan.” (Abd. Haris Tappa selaku Ketua PAN, wawancara tanggal 07 
November 2017). 
“Sebagai bendahara dari Partai Keadilan Sejahtera, saya merasa bahwa 
akuntabilitas Partai Keadilan Sejahtera ini sudah bagus karena setiap ada 
kegiatan partai baik itu pemasukan ataupun pengeluaran yang terjadi pada 
partai pasti selalu dilakukan pencatatan sebagai bukti pertanggungjawaban 
terhadap dana yang diberkan itu sebesar Rp 81. 299. 453.” (Ridwan Bakka 
selaku Bendahara PKS, wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa partai politik 
menganggap penerapan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan dana 




termasuk dalam organisasi nirlaba menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangannya agar mampu memberikan pertanggungjawaban mengenai dana bantuan 
yang diberikan dari pemeritah, sumbangan dari donatur maupun dana infaq dari 
anggota DPR.  
Namun jawaban tersebut bertolak belakang dengan yang diungkapkan oleh 
informan dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), hasil wawancara sebagai 
berikut:  
“Oh kalau kita itu, pernah tiga tahun lalu yah itu kita melakukan survei tentang 
keuangan parpol. salah satunya memang di soal pertanggungjawaban keuangan 
partai baik yang didapat dari APBD maupun dari luar APBD. APBD itukan 
didapat tiap bulan oleh partai politik berdasarkan jumlah suara yang diperoleh 
pada pemilu sebelumnya. Itu sekitar, saya lupa ininya persisnya berapa persuara 
itu tidak sampai 1000, sekitaran 200 yah. Rp 200 per suara itu dikali dengan 
jumlah suara partai. Nah setiap tahun didapat dari APBD itu masuk di bantuan 
keuangan partai politik. Nah terus gimana mereka mempertanggungjawabkan, 
sesuai dengan hasil survey yang kita lakukan itu , jadikan karena masuk di 
mekanisme APBD partai politik itu kan hanya harus mengikuti alur 
pertanggungjawaban APBD jadi mereka harus mempertanggungjawabkan 
berapa jumlah yang mereka dapatkan. Bagian bantuan ini kalau provinsi di 
pemprov, kalau kota di bupati atau walikota. Kalau waktu itu kan kami 
sampling , tidak semua juga daerah kita ambil ada provinsi ada juga kabupaten. 
Nah peruntukannya itu kan sesuai dengan undang-undang untuk pembinaan 
kader dan juga beberapa kegiatan yang terkait dengan pendidikan politik 
dimasyarakat. Nah difakta yang kita temukan itu partai politik.. tidak semua 
menggunakan untuk keperluan itu, kegiatan peruntukan undang-undang untuk 
pembinaan kader dan kemudian penguatan pendidikan politik ke masyarakat. 
Meskipun dipelaporan mereka itu mereka, sebenarnya kami juga menemukan 
pertanggungjawabn partai politik itu malah banyak digunakan untuk 
operasional partai politik, operasional kantor itu. Sehingga kalau melihat 
kecenderungannya mereka tidak menggunakan itu sesuai dengan peruntukan. 
Karena kan dikegiatan partai yang tercermin dilaporan keuangan itu hampir 
tidak ada lagi yang melakukan pengkaderan partai politik. Meskipun ada 
beberapa event-event yang terkait dengan event politik tapi tidak ada yang 
spesifik untuk melakukan proses pengkaderan, begitu pula dengan proses 
pendidikan politik dimasyarakat, tidak ada partai yang melakukan itu. Sehingga 




bahwa itu ada kegiatan diperkaderan dan ada yang pendidikan politik, tapi 
ketika kita cek diinternal itu hampir tidak ada yang melakukan itu.” (Bapak 
Anwar Razak selaku Direktur Advokasi Anggaran, wawancara tanggal 05 
Januari 2018). 
“Partai kan sumber pendanaannya bukan hanya dari pemerintah. Pemerintah 
cuma salah satu gitu yah.. ada iuran kader lalu kemudian ada sumbangan pihak 
ketiga dan ada bersumber dari lembaga usaha dia. Jadi sebenarnya pendapatan 
parpol itu ada 4. Nah partai politik itu kan sesungguhnya wajib hukumnya 
sebagai lembaga publik itu membuat pelaporan keuangan secara regular gitu 
yah yang publik harus bias mengakses. Partai politik itu sebenarnya juga 
memang berdasarkan dana yang diterima itu membuat pelaporan kepada siapa 
pemberi termasuk pemerintah, pamerintah itu kemudian mereka membuat 
laporan yang dilakukan audit setiap tahun. Hanya saja problem yang pertama 
partai politiknya tidak akuntabel gitu yah kedua pemerintahnya juga dari sisi 
pencairan itu tidak akuntabel. Terutama Kabupaten Gowa malah system 
mekanisme pencairan dana partai politik itu tidak konsisten dan sampai tahun 
2017 ada partai politik yang mengadu ke kita justru partai politik itu berhak 
mendapatkan. Jadi kan gini, dana subsidi bantuan partai politik itu jangan 
dimaknai bantuan biasa, jadi dana partai politik itu adalah hak partai politik 
yang diatur dalam undang-undang parpol dan peraturan menteri bahwa setiap 
partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD itu berhak untuk 
mendapatkan dana bantuan, dana itu dari APBN dan APBD. Nah pemerintah 
begitu mau dia adalah partai pengusungnya, partai pendukungnya atau bukan 
partai pendukungnya kalau dia punya kursi di DPRD misalnya Kabupaten 
Gowa, wajib hukumnya itu mereka diberikan bantuan gitu yah sesuai aturan 
yaitu sesuai jumlah suara dikali dengan rupiah, misalnya Rp1000 di kali jumlah 
suara yang kemarin nah sehingga sesungguhnya yang problem kan gowa justru 
masih ada yang belum gitu yah, nah tapi dilepas dari kasustik itu memang 
partai politik itu harusnya membuat laporan, tapi pemerintah juga harus 
dipastikan bahwa cara mencairkan mereka harus tertib. Bagaimana mungkin 
dipaksa partai politik itu akuntabel, pelaporannya rutin dan bagus kalau 
kemudian di pemerintahnya justru pencairannya ya sudah anda reimburse 
seolah-olah anda sudah terima nanti kemudian kita bayar tidak bisa. Itukan 
mengajari kita korup gitu. Nah partai politik harusnya sikap kritis disitu.” 
(Bapak Syamsuddin selaku Direktur Eksekutif, wawancara tanggal 08 Januari 
2018).  
Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Andi Luhur Prianto, 
S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 




“Jadi kan sebenarnya sudah ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan 
APBD terutama untuk bantuan hibah parpol saya kira sudah ada aturannya itu 
sudah ada regulasinya. Cuma yang menjadi persoalan itu kalau saya melihat 
pembelanjaan parpol itu kadang tidak berhubungan dengan fungsi-fungsinya. 
Fungsi parpol itu kan kayak pendidikan politik, kaderisasi, sosialisasi politik. 
Kadang-kadang bantuan yang diberikan itu tidak digunakan untuk belanja-
belanja seperti itu. Justru yang dibikinkan kayak lomba apa gerak jalan atau 
apa. Saya kira tidak terkait dengan upaya merekrut kader kalau cara-cara seperti 
itu, jadi disitu bahwa dia salah sasaran pembelanjaannya. Kalau 
pertanggungjawabannya setahu saya juga memang ada yang berbeda di kesbang 
itu. Bantuan diserahkan setelah laporan selesai. Menurut saya ini 
mekanismenya juga aneh, karena harusnya kan mereka diberikan bantuan dulu 
mereka membelanjakan itu baru membuat pertanggungjawaban tapi kan yang 
terjadi itu kadang-kadang mereka tidak mau dikasih bantuan kalau belum ada 
pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya. Ini kan rawan ini sebenarnya. 
Rawan mark up. Artinya bagaimana mungkin mempertanggungjawabkan 
sesuatu yang belum diberikan begitu, tapi dari sisi tertib administrasi mungkin 
itu dianggap lebih baik. Karena sebelumnya banyak juga pengalaman kita 
saksikan banyak kita baca di media bahwa kadang-kadang parpol itu setelah 
memperoleh bantuan dari pemerintah itu tidak membuat LPJ jadi salah satunya 
adalah dengan LPJ dulu baru dikasih uangnya. Tapi kan salah menurut saya, itu 
tidak sesuai dengan tata laksana anggaran yang seharusnya. Itu masalahnya. 
Jadi yang pertama, kadang belanjanya tidak sesuai fungsi yang kedua 
mekanisme pertanggungjawabannya itu juga menyalahi prosedur tata kelola 
keuangan”. (Wawancara tanggal 30 Desember 2017). 
Didukung pula dengan jawaban yang diberikan oleh AS Kambie selaku 
Manager Produksi Tribun Timur, mengatakan bahwa: 
“Tidak jelas pertanggungjawabannya. Saya sudah dua tahun berturut, 2016 dan 
2017 mengikuti FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulsel yang 
dilaksanakan BPS Sulse-KemenkumHAM di Makassar. Dalam setiap acara ini, 
pimpinan partai diundang untuk menjelaskan penggunaan dana dari pemerintah 
tapi hanya satu pimpinan partai yang selalu hadir. FGD menyimpulkan, 
pertanggungjawaban partai politik terhadap dana tersebut sangat minim.” 
(Wawancara tanggal 04 Januari 2018). 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban 
keuangan partai politik belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 




Pertanggungjawaban Partai politik malah banyak digunakan untuk operasional partai 
politik, operasional kantor saja, padahal seharusnya dana tersebut digunakan untuk 
perekrutan kader, pendidikan politik dimasyarakat dan sosialisasi politik. Pemerintah 
juga harus dipastikan bahwa cara mereka dalam mencairkan dana bantuan partai 
politik itu harus tertib, akuntabilitas suatu partai politik juga tidak terlepas dari 
campur tangan pemerintah dalam memberikan dana bantuan parpol. 
Hal ini sejalan dengan teori agensi dan teori sinyal yang menjelaskan bahwa 
sebagai pengelola, manajer memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai 
kondisi perusahaan kepada pemilik. Tetapi dalam hal ini informasi yang disampaikan 
oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 
Kondisi yang demikian dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri 
informasi. Ketika terjadi asimetri informasi, pasar akan menilai setiap perusahaan 
memiliki kinerja yang sama. Hal ini akan merugikan perusahaan dengan kinerja yang 
lebih baik, karena kinerjanya disamakan dengan perusahaan yang kinerjanya lebih 
rendah. Sebaliknya lagi perusahaan dengan kinerja kurang baik, keadaan tersebut 
justru menguntungkan karena kinerjanya dinilai lebih baik dari sebenarnya. 
Rakyat sebagai principal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen 
untuk mejalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Selanjutnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil 
pelaksanaannya kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terkadang 
informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang 




mendorong perilaku oportunistik dan konflik kepentingan. Para pejabat pemerintah 
daerah akan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan 
masyarakat. dikatakan bahwa teori sinyal membahas tentang usaha pemerintah dalam 
memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Tujuannya agar rakyat mempercayai dan 
mendukung kinerja pemerintah saat ini sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. 
Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. 
Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai 
bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.   
a. Sumber Pendapatan Partai Politik 
Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya, partai politik 
membutuhkan sumber keuangan. Menurut Rahman dkk (2011) keuangan Partai 
Politik berdasarkan UU No.2/2008 menyebut lima jenis pendapatan partai politik, 
yaitu:  
1) Iuran anggota  
2) Sumbangan perseorangan anggota  
3) Sumbangan perseorangan bukan anggota 
4) Sumbangan badan usaha 
5) Subsidi negara   
UU No.2/2011 tidak mengubah kelima jenis sumbangan tersebut, tetapi 
mengubah batasan maksimal sumbangan badan usaha, dari Rp 4 miliar per tahun 




perseorangan bukan anggota tidak berubah, yakni Rp 1 miliar pertahun. UU No. 2 
Tahun 2011 adalah peruntukan dana bantuan negara, yakni diprioritaskan untuk 
pendidikan politik daripada operasional sekretariat. Selain itu, untuk menegakkan 
prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan 
keuangan partai politik harus diaudit oleh BPK. Sementara itu, partai politik yang 
tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, bantuan 
keuangan berikutnya dihentikan. 
Penjelasan tersebut juga sejalan dengan jawaban informan dari 4 partai politik 
di Kabupaten Gowa terkait bantuan keuangan parpol, hasil wawancara sebagai 
berikut:  
“Dana bantuan partai saya itu tergantung dari banyaknya kursi dipartai jadi 
kalau banyak kursi yah.. banyak juga dana yang didapat. Bantuan selain 
APBN/APBD itu ada namanya sumbangan fraksi, NasDem kan tiga fraksi yah” 
(Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi Partai 
NasDem, wawancara tanggal 23 Oktober 2017). 
“Kalau di Partai Kebangkitan Bangsa itu bantuan dananya dari APBD terus  
dananya itu kalau saya tidak salah dihitung dari banyaknya kursi dari partai 
yang bersangkutan. Kalau banyak kursi banyak juga dana didapat. Kalau iuran 
anggota kita tidak memungut itu” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua PKB, 
wawancara tanggal 24 Oktober 2017). 
“Kalau di Partai Amanat Nasional itu dek...ada yang namanya penerimaan dari 
bantuan partai politik dan setiap parpol yang ada kursinya di DPRD itu ada 
bantuan dari pemerintah daerah dan tergantung dari jumlah suaranya.kita ada 
sumbangan selain APBD namanya itu sumbangan pihak ketiga, kalua kita 
kekurangan dana baru kita gunakan dana pihak ketiga itu” (Abd. Haris Tappa 
selaku Ketua PAN, wawancara tanggal 07 November 2017). 
“Sumber dana yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera itu selain dana bantuan 
untuk parpol ada juga sumber dari kader anggota atau iuran anggota DPR untuk 
setiap bulannya yang ditentukan melalui kesepakatan, tetapi tidak langsung 




angka dan akan disetujui nantinya oleh pusat.” (Ridwan Bakka selaku 
Bendahara PKS, wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa bantuan dana yang 
didapat oleh partai berasal dari pemerintah daerah jika mendapatkan bantuan dana 
hibah harus sesuai dengan jumlah kursi dan jumlah banyaknya suara yang diperoleh, 
selanjutnya ada sumbangan fraksi, pihak ketiga dan dari anggota DPR dengan 
mengadakan rapat internal untuk penentuan jumlah iuran lalu disetuji oleh pusat dan 
diharuskan untuk menyumbang setiap yang duduk di DPR.  














































Rp 4 miliar. 
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Sumber: Supriyanto dan Wulandari (2012) 
Tabel 4.1 menunjukkan perubahan-perubahan pengaturan sumber keuangan 




2/2008, dan UU No.2/2011. Tampak, iuran anggota selalu ditempatkan sebagai 
sumber keuangan pertama meskipun dalam praktek tidak ada partai politik yang 
berhasil menggalang iuran anggota. Sementara dari undang-undang satu ke undang-
undang yang lain selalu terjadi peningkatan sumbangan perseorangan dan 
perusahaan. Tentang penerima bantuan keuangan negara terjadi perubahan penting 
pada UU No. 31/2002 yang mengubah kriteria partai politik penerima sumbangan. 





UU No.31/2002  
UU No. 
2/2008  























(tidak diatur)  
Secara propors 
ional berdasar 



































































Sumber: Supriyanto dan Wulandari (2012) 
Tabel 4.2 memperlihatkan bagaimana setiap undang-undang mengatur tentang 
bantuan keuangan partai politik. Jika UU No. 2/1999 memberikan bantuan keuangan 
kepada partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu, tiga undang-undang 
berikutnya mengalihkan bantuan kepada partai yang memiliki kursi di DPR/DPRD. 
Lalu, UU No. 2/2008 juga menandai perubahan lain, yang menyebut penggunaan 
bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan mewajibkan laporan penggunaan 
bantuan keuangan diaudit oleh BPK. Meskipun UU No. 2/1999 menentukan kriteria 
bahwa partai politik yang menerima sumbangan adalah peraih suara dalam pemilu, 
tetapi undang-undang ini tidak menentukan metode penentuan besaran bantuan. Baik 
UU No. 2/1999 maupun UU No. 31/2002 sama-sama tidak menyebutkan peruntukan 
bantuan negara, pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana 
bantuan negara, serta sanksi terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunan dana bantuan negara. Namun, kekosongan 
pengaturan soal tersebut kemudian dipenuhi oleh UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 
Ketentuan UU No. 2/1999 dijabarkan melalui PP No. 51/2001, UU No. 31/2002 
dijabarkan melalui PP No. 29/2005 dan Ketentuan UU No. 2/2008 dan UU No. 




2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (PP No. 5/2009). Peraturan ini 
kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (PP No. 83/2012). Tidak ada perubahan signifikan 
dari PP baru ini, kecuali menentukan prioritas penggunaan bantuan keuangan partai 
politik untuk kegiatan pendidikan politik. Selanjutnya peraturan ini kemudian diubah 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.  
Yozami (2018) mengatakan dalam perubahan ini disebutkan, besaran nilai 
bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di 
DPR sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah (sebelumnya didasarkan pada 
hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya 
dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang 
mendapatkan kursi periode sebelumnya. 
“Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan sesuai 
dengan kemampuan keuangan Negara,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PP ini. 
Adapun besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi 
yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, menurut PP ini, sebesar Rp1.200,00 
(seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi 
anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu 




kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan Partai 
Politik tahun anggaran berjalan. 
Sementara nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota 
yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima 
ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran 
bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus 
rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada 
Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan Partai Politik 
tahun anggaran berjalan. 
“Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud (tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, red) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,” bunyi Pasal 5 
ayat (7) PP ini. 
Ditegaskan dalam PP ini, bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan 
untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. 
Selain itu, juga dapat digunakan untuk operasional Partai Politik. PP ini juga 
menegaskan, bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan batas waktu atau tidak 
menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak 
diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai 
laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. 
b. Pengelolaan Keuangan Partai Politik 
Didalam suatu organisasi terdapat suatu struktur manajemen yang pengelolaan 




juga didalam manajemen organisasi partai politik. Menurut Fikri dkk (2010) 
Pengelolaan dan pengurusan ini diterapkan dipartai politik, tujuan pengaturan 
keuangan partai politik adalah untuk menjaga kemandirian partai politik dari 
pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Hal ini perlu dilakukan karena 
misi partai politik – yang mendapat monopoli untuk memperebutkan jabatan-jabatan 
politik – adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada 
umumnya. Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai 
politik menerima sumbangan dari pihak luar, melainkan mengatur sedemikian rupa 
sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana untuk 
membiayai kegiatan partai politik, tetapi pada saat yang sama partai politik tetap 
terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat (Rahman dkk, 
2011). 
Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi dalam hal ini partai 
politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang sensitif (Noor, 2013). 
Apalagi jika uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat, maka rakyat patut untuk 
mengetahui kemana saja aliran dana tersebut. Prinsip pokok keuangan partai politik 
adalah akuntabilitas dan transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan partai 
politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. 
Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar 
penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua 
pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar 




akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima 
dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar 
peraturan. 
Sementara penggunaan dana terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan 
oleh partai politik, baik yang bersifat rutin maupun insidentil, pada dasarnya semua 
aktivitas yang berkenaan dengan aktivitas politik secara langsung maupun tidak 
langsung, boleh dilakukan oleh partai politik selama tidak dilarang oleh hukum atau 
aturan perundang-undangan (Halim dan Kusufi, 2012:414). Sebagaimana yang 
diungkapkan informan dari 4 partai politik di Kabupaten Gowa terkait pengelolaan 
keuangan parpol, hasil wawancara sebagai berikut:  
“Biasanya itu ada pendidikan politik karena dibagi dua itu.. yang pertama untuk 
pembiayaan kesekretariatan itu 40% dan 60% -nya itu pendidikan politik. Tapi 
kesekretariatan itu tidak mesti 40% dia itu bisa sampai 20 atau 30%, yang tidak 
bisa kurang itu adalah pendidikan politik 60% itu bisa lebih.” (Hamril Taha, SE 
selaku Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi Partai NasDem, wawancara 
tanggal 23 Oktober 2017). 
“Kan itu dana yang diberikan dari Pemerintah melalui APBD sudah ada pos-
posnya masing-masing. Jadi, kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan 
aturan yang pertama itu 60% untuk pendidikan politik seperti misalnya 
workshop, sarasehan yah semacam pertemuan-pertemuan seperti itu. Lalu 40% 
itu digunakan untuk biaya administrasi alat-alat kantor seperti pembelian kertas, 
alat tulis dan lain-lain.” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua PKB, wawancara 
tanggal 23 Oktober 2017). 
“Yang kita biayai dari bantuan Pemerintah itu ada dua, yang pertama yaitu 
pendidikan politik kalau tidak salah 60-80% seperti Musyawarah Daerah dan 
Musyawarah Cabang.. itu yang pertama dek, terus yang kedua itu 
kesekretariatan. Sekretariat yang dimaksud disini adalah yang bahan habis 
pakai seperti kertas dan alat tulis.” (Abd. Haris Tappa selaku Ketua PAN, 




“Yang didanai oleh Pemerintah, yang pertama itu ada pendidikan politik yang 
terdiri dari beberapa item didalamnya… yang pertama ada kaderisasi di setiap 
kecamatan kedua seminar politik dan yang ketiga yaitu seminar ketahanan 
rumah tanggal perempuan. selanjutnya yang didanai pemerintah itu ada 
administrasi umum terdiri dari beberapa item juga diantaranya rapat internal, 
keperluan alat tulis kantor, langganan daya dan jasa termasuk juga telepon, 
listrik, air minum dan surat menyurat. Kemudian yang terakhir yaitu 
pemeliharaan data dan arsip seperti misalnya pengadaan flashdisk, map dan 
sebagainya.” (Ridwan Bakka selaku Bendahara PKS, wawancara tanggal 26 
Oktober 2017). 
Dari pernyataan ketua dan bendahara partai dapat dijelaskan bahwa partai 
politik sudah menggunakan dana yang diberikan dari pemerintah sebagaimana 
mestinya. Terdapat beberapa kegiatan partai politik yang didanai oleh pemerintah 
yang pertama yaitu pendidikan politik 60-80% seperti misalnya workshop, sarasehan, 
seminar yang diadakan partai politik, seminar ketahanan rumah tanggal perempuan, 
kaderisasi setiap anggota, musyawarah daerah dan musyawarah cabang. Kegiatan 
yang kedua itu kebutuhan habis pakai yang dibutuhkan oleh kesekretariatan Partai. 
Yang dimaksud dengan kebutuhan habis pakai ialah biaya administrasi alat-alat 
kantor seperti pembelian kertas, alat tulis dan lain-lain. Inti dari pemanfaatan dana 
bantuan partai politik tidak diperbolehkan untuk pengadaan barang misalnya 
pembelian mobil, akan tetapi untuk maintenance atau biaya pemeliharaan seperti 
misalnya ada print yang rusak boleh dipakai untuk biaya perbaikan print tersebut. 
Namun hal tersebut berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh informan dari 
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), hasil wawancara sebagai berikut:  
“Kalau waktu itu kan kami sampling, tidak semua juga daerah kita ambil ada 
provinsi ada juga kabupaten. Nah peruntukannya itu kan sesuai dengan undang-
undang untuk pembinaan kader dan juga beberapa kegiatan yang terkait dengan 




politik.. itu tidak semua menggunakan untuk keperluan itu, kegiatan peruntukan 
undang-undang untuk pembinaan kader dan kemudian penguatan pendidikan 
politik ke masyarakat. Meskipun dipelaporan mereka itu mereka, sebenarnya 
kami juga menemukan pertanggungjawabn partai politik itu malah banyak 
digunakan untuk operasional partai politik, operasional kantor itu. Sehingga 
kalau melihat kecenderungannya mereka tidak menggunakan itu sesuai dengan 
peruntukan. Karena kan dikegiatan partai yang tercermin dilaporan keuangan 
itu hampir tidak ada lagi yang melakukan pengkaderan partai politik. Meskipun 
ada beberapa event-event yang terkait dengan event politik tapi tidak ada yang 
spesifik untuk melakukan proses pengkaderan, begitu pula dengan proses 
pendidikan politik dimasyarakat, tidak ada partai yang melakukan itu. Sehingga 
yah pelaporannya juga ada yang operasional tapi ada juga yang melaporkan 
bahwa itu ada kegiatan diperkaderan dan ada yang pendidikan politik, tapi 
ketika kita cek diinternal itu hampir tidak ada yang melakukan itu.” (Bapak 
Anwar Razak selaku Direktur Advokasi Anggaran, wawancara tanggal 05 
Januari 2018). 
“Kita telah melakukan dan sampling itu kan secara akademik mampu 
mempertanggungjawabkan bahwa itu managerial kasus itu berada disemua 
daerah. Hampir semua partai politik tidak membelanjakan dana bantuan 
pemerintah, dana rakyat gitu yah, dana rakyat ke partai politik itu hampir semua 
partai politik tidak taat asas penuh menggunakan sesuai peruntukannya. 
Misalnya gini, kemana saja sih dana bantuan partai politik itu bisa 
dibelanjakan? Pertama adalah untuk operasional secretariat, kedua adalah 
kaderisasi ketiga pendidikan politik bagi masyarakat. Nah apa yang terjadi? 
Ternyata banyak partai politik justru tidak menggunakan untuk kaderisasi. 
Faktanya apa? Sampai sekarang ini problem besar di partai politik itu adalah 
kaderisasi yang tidak ada. Jadi lebih banyak di hura-hura kalau, malah ada 
pakai untuk harlah gitu yah, ada pakai untuk doorprize padahal itu kan uang 
rakyat gitu loh. Jadi, miris juga harusnya partai politik itu dari awal memberi 
contoh dari sisi akuntabilitas. Laboratorium demokrasi itu kan di parpol.” 
(Bapak Syamsuddin selaku Direktur Eksekutif, wawancara tanggal 08 Januari 
2018).  
Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Andi Luhur Prianto, 
S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, hasil wawancara sebagai berikut: 
“Yah itu juga yang sesuai sebenarnya dengan program partai tapi yang banyak 
itu misalnya bantuan-bantuan bencana saya lihat yang banyak. Misalnya ada 




lain2-lain itu lebih banyak misalnya pembiayaan unttuk hari ulang tahun partai 
atau apa sih namanya itu yang kayak-kayak begitu gerak jalan, milad apalah itu. 
Jadi itu yang saya maksud sebagai yang salah sasaran yah idealnya harusnya 
kalau mau bantuan keuangan parpol dari pemerintah itu digunakan untuk 
pendidikan politik untuk merekrut kader. Kaderisasi misalnya buat pelatihan 
nanti yang sudah dilatih ini direkrut menjadi anggota , harusnya begitu tapi kan 
yang terjadi selama ini yah lebih banyak ke belanja-belanja tidak jelas begitu, 
kadang-kadang kan ada lomba domino, paling banyak ada gerak jalan, padahal 
itu kan tidak terkait dengan pendidikan politik.” Yang masalah kalau dana 
publik yang dikumpulkan siapa yang harus menjamin transparansinya dan 
kepada siapa dipertanggungjawabkan. Itumi kadang-kadang mereka 
menggunakan jasa KAP itu untuk menjamin bahwa sudah betul belanja itu dana 
publik. Dari iuran anggota, dari bantuan perseorangan atau bantuan korporasi 
sebagaimana yang dibolehkan dalam UUD kepartaian untuk menjamin 
pertanggungjawabannya mereka menggunakan jasa KAP. Itu sah-sah saja 
meskipun menurut saya juga yah kita taulah selama ini maksudnya kadang-
kadang juga KAP itu tidak yahh lebih banyak melakukan fungsi pembimbingan 
sebenarnya. Atau dalam kasarnya melakukan justifikasi terhadap belanja saja, 
yah jarang sekali kan kalau kita membayar KAP kemudian dia menyalahkan 
kita kan tidak mungkin. Jadi yah paling membimbing dia hanya menempatkan , 
mambantu cara membuat laporan yang baik, meskipun kadang-kadang 
belanjanya itu tidak sesuai dengan peruntukannya.” (Wawancara tanggal 30 
Desember 2017). 
Didukung pula dengan jawaban yang diberikan oleh AS Kambie selaku 
Manager Produksi Tribun Timur, mengatakan bahwa: 
“Belum sesuai. Dana itu kebanyakan hanya digunakan untuk kegiatan internal, 
padahal seharusnya dipakai untuk kegiatan pendidikan politik pada 
masyarakat.” (Wawancara tanggal 04 Januari 2018). 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, partai politik tidak 
membelanjakan dana bantuan pemerintah sesuai dengan fungsinya. Hampir semua 
partai politik cenderung membelanjakan dananya hanya untuk kepentingan internal 
saja. Padahal dana tersebut diperuntukkan untuk perekrutan kader, pendidikan politik 
karena dana digunakan ada dana dari rakyat, sudah sepantasnya masyarakat dapat 




Halim dan Kusufi (2012:416) Partai politik mendapatkan bantuan dana hibah 
dari pemerintah yang bisa disebut dengan bantuan keuangan partai politik, tidak 
secara langsung pemerintah memberikan bantuan tersebut harus dimanfaatkan sesuai 
perjanjian yang mengatakan bahwa bantuan tersebut benar dimanfaatkan untuk 
kegiatan partai politik, misalnya pengadaan seminar, lokakarya, dialog interaktif, 
workshop dan biaya operasional kesekretariatan dan nantinya akan 
dipertanggungjawabkan kepada Kesbangpol dan akan di konfirmasi oleh pihak BPK 
apakah bantuan dana hibah tersebut sesuai perjanjian atau tidak. Hal ini sesuai dengan 
yang diungkapkan oleh informan dari 4 partai politik di Kabupaten Gowa, hasil 
wawancara sebagai berikut: 
“Harus sesuai dek..karena harus dipertanggungjawabkan itu semua dana yang 
diterima terus dibuatkan pertanggungjawaban lalu disetor ke kesbangpol dan 
diaudit oleh BPK.” (Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua Bidang Media dan 
Publikasi Partai NasDem, wawancara tanggal 23 Oktober 2017). 
“Iya disesuaikan dengan kesepakatan perjanjian, memang harus sesuai kalau 
tidak sesuai tidak akan diberikan bantuan berikutnya dan yang memeriksa 
langsung itu dari Kebsangpol dan untuk isi perjanjiannya sesuai atau tidak akan 
dikonfirmasi oleh BPK.” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua PKB, wawancara 
tanggal 24 Oktober 2017). 
“Kita menandatangani partai integritas terhadap dana yang akan kita kelola, dan 
harus sesuai dengan dana yang diberikan 158 juta sekian itu kita 
pertanggungjawabkan semuanya tidak ada yang tersisa.” (Abd. Haris Tappa 
selaku Ketua PAN, wawancara tanggal 07 November 2017). 
“Harus sesuai..., karena laporan pertanggungjawabannya itu disetor ke 
Kesbangpol dan apakah di manfaatkan sesuai isi perjanjian atau tidak itu 
dikonfirmasi oleh BPK.” (Ridwan Bakka selaku Bendahara PKS, wawancara 




Dari pernyataan informan tersebut dapat dijelaskan mengenai perjanjian yang 
diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada partai politik harus 
sesuai dengan isi perjanjian dimana jelas tercantum bahwa dana tersebut 
diperuntukkan untuk apa saja, apakah sesuai dengan perjanjian atau tidak dan laporan 
pertanggungjawaban partai diserahkan ke Kesbangpol untuk diperiksa dan 
dikonfirmasi oleh pihak BPK mengenai isi perjanjian tersebut apakah telah digunakan 
sebagaimana mestinya dan sesuai dengan perjanjian atau tidak. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan dari Komite Pemantau 
Legislatif (KOPEL), hasil wawancara sebagai berikut: 
“Iya..sebenarnya yang butuh perjanjian itu dana hibah, itu bukan hibah 
sebenarnya itu sifatnya bantuan. Jadi sebenarnya dia terikat di undang-undang 
bantuan diaturan tersendiri untuk apa digunakan itu. Kemana peruntukan uang 
bantuan partai politik, nah bagaimana pun harus terikat kan harus terikat kesitu. 
Jadi partai politik harus menjalankan itu mengikuti aturan itu dan kalau 
menyalahi maka bisa jadi temuan kesalahan penggunaan begitu. Karena kan 
peruntukannya kenapa partai politik dibantu yah karena ada hal yang ingin 
disasar oleh uang itu, oleh bantuan itu. Dia tidak gelondongan begitu yah 
dikasih terus apapun  mau dipergunakan oleh partai tidak begitu tidak bisa dia 
seenaknya. Nah ada aturan bahkan itu undang-undang yang mengatur 
sebenarnya, undang-undang tentang partai politik dan juga itu yang kemudian 
yang mengikat juga di APBD. Kenapa kemudian pemerintah daerah, 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran ke 
bantuan partai politik, itu karena dasar perintah undang-undang partai politik 
nah kemudian ada amanah yang diberikan disitu ada aturan diberikan disitu 
untuk penggunaan uang itu seperti apa. Tadi itu ada dua yang saya gambarkan 
nah sehingga dengan demikian partai politik seharusnya menggunakan uang itu 
sesuai dengan aturan dan sesuai dengan undang-undang. Itu sudah mengikat. 
Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti itu.” (Bapak Anwar Razak selaku 
Direktur Advokasi Anggaran, wawancara tanggal 05 Januari 2018). 
“Jadi bukan harus sesuai, tetapi wajib. Jadi gini sebenarnya itu bukan perjanjian 
yah jadi namanya itu adalah syarat-syarat apa saja sih yang menjadi boleh 
digunakan dana dari pemerintah? Kenapa itu harus diataur? Karena itu kan dana 




dalam peraturan daerah, ada undang-undang parpol, diatur lagi dalam peraturan 
daerah, peraturan menteri dan juga diikat masuk dalam surat kontrak 
pemberian. Jadi ketika pemerintah memberikan dana ke partai politik itu diikuti 
dengan namanya surat kontrak untuk menyatakan bahwa ini saya akan 
belanjakan. Nah dia kan disitu menyatakan bersedia membuat laporan bla bla 
bla. Kalau dana pemerintah itu diaudit oleh BPK, tapi idealnya sebuah partai itu 
melaporkan secara total seluruh sumber-sumber keuangannya, tata kelolanya, 
dia belanjakan apa, darimana saja duit itu dan itu kemudian diaudit oleh 
akuntan publik. Itu yang harusnya dilakukan oleh parpol. Akuntan publik itu 
ditunjuk oleh pemerintah. Karena BPK kan kita tau juga tenaganya kan terbatas 
gitu yah dan boleh saja diatas nama BPK. Sekarang ini kan yang ketat diatur itu 
audit dana bantuan dari pemerintah  gitu yah. Idealnya semua dan itu diaudit. 
Nah idealnya, ini tidak murni kesalahan pemerintah, tapi sesungguhnya adalah 
BPK yang tidak pernah serius mengaudit parpol. Kalau BPK serius mengaudit 
parpol maka hampir seluruh partai politik tidak ada yang menggunakan dana itu 
full sesuai dengan perjanjian.” (Bapak Syamsuddin selaku Direktur Eksekutif, 
wawancara tanggal 08 Januari 2018).  
Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Andi Luhur Prianto, 
S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, hasil wawancara sebagai berikut: 
“Iya kan mereka diaudit oleh inspektorat  kalau bantuan pemerintah jekas harus 
sesuai dengan pertanggungjawabannya, kalau tidak kan jadi temuan. Temuan 
bisa jadi konsekuensi hukumnya yah ada kalau bukan pengembalian yah 
korupsi namanya penyalahgunaan.” (Wawancara tanggal 30 Desember 2017). 
Didukung pula dengan jawaban yang diberikan oleh AS Kambie selaku 
Manager Produksi Tribun Timur, mengatakan bahwa: 
“Harus sesuai. Tapi fakta yang ada belum sesuai sepenuhnya dengan perjanjian. 
Mungkin ada yang sesuai jika menguntungkan partai.” (Wawancara tanggal 04 
Januari 2018). 
c. Pencatatan Dana Partai Politik 
Organisasi partai politik merupakan organisasi yang tidak bermotif untuk 
mencari laba dan bertujuan untuk memperjuangkan cita – cita para anggotanya dalam 




konstitusional. Prinsip pokok keuangan partai politik adalah akuntabilitas dan 
transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka 
terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban 
harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat 
laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai 
politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan 
kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan 
tanggung jawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai 
politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan. 
Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal 
sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah dana sumbangan yang diperoleh, 
pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani dan 
biaya overhead mampu diminimalisasikannya (Bastian, 2007). Untuk itu perlakuan 
akuntansinya dan pelaporan keuangannya mengacu pada PSAK No.45, yaitu unsur 
laporan keuangan dari PSAK No.45 adalah laporan posisi keuangan, laporan 
aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  
Pernyataan ini tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan seperti yang 
dikatakan oleh informan dari 4 partai politik di Kabupaten Gowa pencatatan dana 
partai, hasil wawancara sebagai berikut: 
“Pencatatannya itu seperti biasa ada kas masuk dan kas keluar untuk kegiatan 
yaah dicatat oleh bendahara.” (Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua Bidang 




“Jadi...,kalau sistem pencatatan transaksinya itu ya… sama dengan yang lain, 
misalnya ada transaksi, langsung dicatat, baik itu transaksi pengeluaran kas atau 
pemasukan kasnya Partai Kebangkitan Bangsa.” (Drs. Abd. Hafild selaku 
Ketua PKB, wawancara tanggal 24 Oktober 2017). 
“Setiap ada dana yang keluar itu sudah pasti harus dicatat oleh bendahara. 
pencatatannya itu yah..., sepeti lazimnya saja, kas masuk dan kas keluar untuk 
kegiatan apa saja, seperti itu dek....” (Abd. Haris Tappa selaku Ketua PAN, 
wawancara tanggal 07 November 2017). 
“Pencatatannya itu seperti biasanya ji dek, karena kita disini sebagai bendahara 
tidak ada dasar sebenarnya tentang akuntansi soal catat mencatat keuangan, 
kurangnya pemahaman dan pengetahuan untuk pencatatan seperti ini, jadi 
pencatatannya itu disederhanakan saja, makanya hanya kas yang masuk dn kas 
keluar saja dan digunakan untuk apa itu yang kita catat.” (Ridwan Bakka selaku 
Bendahara PKS, wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
  
Tabel 4.3 
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan  
Partai NasDem   








1 2 3 4 5 6 
I Penerimaan   97.354.438,00  
 Jumlah Penerimaan     
II Pengeluaran     
A Pendidikan Politik     
 a. Seminar 
b. Lokakarya 














B Operasional Sekretariat     
 1. Administrasi Umum 
a. Keperluan ATK 
b. Rapat Internal 
Sekretariat 
c. Ongkos Perjalanan 























 2. Langganan Daya dan 
Jasa 
a. Telepon dan Listrik 
b. Air Minum 
c. Jasa Pos dan Giro 




















 Jumlah Pengeluaran 97.354.438,00    
III Saldo   0,00  
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 
 
Tabel 4.4 
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan  
Partai Kebangkitan Bangsa 









1 2 3 4 5 6 
I Penerimaan   64.742.492,00  
 Jumlah Penerimaan 64.742.492,00    
II Pengeluaran     
A Pendidikan Politik     
 a. Seminar 
b. Lokakarya 
c. Dialog interaktif 
d. Sarasehan 
e. Workshop 
 2 40.500.000,00  
B Operasional 
Sekretariat 
    
 1. Administrasi Umum 
a. Keperluan ATK 


















 2. Langganan Daya dan 
Jasa 
a. Telepon dan 
Listrik 
b. Air Minum 
c. Jasa Pos dan Giro 


















 Jumlah Pengeluaran 64.742.492,00    
III Saldo   0,00  
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 
 
Tabel 4.5 
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan  
Partai Amanat Nasional 








1 2 3 4 5 6 
I Penerimaan   158.768.257,00  
 Jumlah Penerimaan     
II Pengeluaran     
A Pendidikan Politik     
 a. Seminar 
b. Lokakarya 




















 1. Administrasi Umum 
a. Keperluan ATK 
b. Rapat Internal 
Sekretariat 
c. Ongkos 











 2. Langganan Daya 
dan Jasa 
a. Telepon dan 
Listrik 
b. Air Minum 
c. Jasa Pos dan 
Giro 










 3. Pemeliharaan Data 
dan Arsip 
    





 Jumlah Pengeluaran 158.770.144,00    
III Saldo   (1.887,00)  
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 
 
Tabel 4.6 
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan  
Partai Keadilan Sejahtera 








1 2 3 4 5 6 
I Penerimaan   81.299.453,00  
 Jumlah Penerimaan   
II Pengeluaran     




 a. Seminar 
b. Lokakarya 
















    
 1. Administrasi Umum 
a. Keperluan ATK 
b. Rapat Internal 
Sekretariat 














 2. Langganan Daya dan 
Jasa 
a. Telepon dan Listrik 
b. Air Minum 
c. Jasa Pos dan Giro 










 3. Pemeliharaan Data 
dan Arsip 
    
 4. Pemeliharaan 
Peralatan Kantor 
    
 Jumlah Pengeluaran 81.293.407,00  
III Saldo   6.046,00  
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 
Dari penjelasan ketua dan bendahara partai serta tabel laporan 
pertanggungjawaban tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem pencatatan keuangan 
dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai 
Keadilan Sejahtera yang dilakukan hanya pencatatan kas masuk dan kas keluar saja, 
tidak ada penerapan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas dan 
catatan atas laporan keuangan seperti yang mengacu pada PSAK 45 sebagaimana 




Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera 
hanya menerapkan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami oleh para 
pengguna laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, cara terbaik untuk 
memastikan bahwa sebuah partai politik tidak dipengaruhi oleh kepentingan- 
kepentingan kelompok tertentu adalah dengan membatasi sumber dana yang boleh 
diterimanya, menciptakan sistem yang transparan dan bertanggunggugat, dalam hal 
pencatatan mengenai sumber dana tersebut. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan dari Komite Pemantau 
Legislatif (KOPEL), hasil wawancara sebagai berikut: 
“Saya tidak tau yah persisnya seperti apa standar akuntansi itu, kita tidak masuk 
kesitu menilai standarnya, yang pasti dimekanisme APBD dia harus 
memberikan pelaporan kemana uang itu. Misalnya ini ada kegiatan yang dia 
lakukan untuk proses pengkaderan nah itu tentu secara rinci harus dilaporkan 
apa saja jenis belanjanya dalam rangka pelaskanaan kegiatan itu. Misalnya 
training kader, nah itu kan harus kelihatan berapa makan minumnya, 
penggunaan ruangan berapa, biayanya terus narasumbernya termasuk kalau 
misalnya ada untuk peserta uang transportnya berapa. Itu harus semua kelihatan 
disitu. Dilaporan itu jadi tidak segelondongan juga di berikan ke pemerintah 
dalam laporan itu termasuk bukti-bukti pengeluaran harus dibuatkan itu. Nah 
itu standar pelaporan di APBD, apapun, apakah dia bantuan sosial bantuan 
hibah itu harus ada seperti itu. Nah kalau faktanya kalau penelitian kemarin itu 
ada juga yang lengkap sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran, rigid mereka 
melaporkan ada juga yang tidak lengkap gitu.” (Bapak Anwar Razak selaku 
Direktur Advokasi Anggaran, wawancara tanggal 05 Januari 2018). 
“Iya jadi maksud saya tadi, siapa yang mengaudit? Yang mengaudit itu adalah 
BPK. Kalaupun dia menggunakan Kantor Akuntan Publik gitu yah, itu tetap 
juga adalah dia harus, apakah dia dimandatir oleh institusi pemerintah atau 
tidak gitu. Nah terlepas dari itu, desain pelaporan partai politik itu sudah ada 
formatnya disiapkan oleh kementerian dan dia menggunakan standar akuntansi 
publik jadi standar-standar akuntansi dia gunakan  gitu. Nah ini bukan soal 
nirlaba dan bukan nirlaba gitu yah, ini soal kalau standar pelaporan keuangan 
itu stndar disitu. Dia menggunakan pada posisi itu untuk kemudian publik 




untuk apa saja gitu yah itu akan tahu dan dari mana. Jangan-jangan partai 
politik kan ironi, partai politik itu bantuannya dari pemerintah 90 juta kemudian 
dari kadernya hanya 20 juta, tidak jelas bantuan dari mana tiba-tiba kemudian 
dia bisa berpesta pora berminggu-minggu di hotel clarion. Nah dari mana dana 
itu? Tapi kan tidak dipencatatan, itu artinya apa? Ini patut dicurigai jangan-
jangan partai politik itu melakukan praktek pencucian uang, itukan bahaya. Nah 
sehingga idealnya seluruh duit 1 Rupiah pun yangberedar di partai politik itu 
harus dilaporkan. Cara pelaporannya adalah harus sesuai dengan standar gitu 
yah. Standar akuntansi, nah standar akuntansi itu formatnya sudah ada hanya 
saja problemnya adalah partai politik itu selama ini kan soal SDM, 
bendaharanya itu bukan dari orang akuntansi, tidak pernah dikader bahkan tiba-
tiba hanya karena dia punya banyak duit dipasang bendahar maka system 
pelaporannya ya sudah konvensional itu berbahaya disitu. Jadi, itu salah satu 
problem yang paling kursial di partai politik.” (Bapak Syamsuddin selaku 
Direktur Eksekutif, wawancara tanggal 08 Januari 2018).  
Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si 
selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Makassar, hasil wawancara sebagai berikut: 
“Saya tidak terlalu tau yah teknis tapi saya lihat parpol jarang yang 
mempublikasi itu laporan keuangannya kepada publik. Ya makanya mereka 
mencari legitimasi dengan menunjuk KAP itu tapi secara umum diumumkan 
misalnya ke konstituennya ke penyumbangnya itu tidak ada. Susah itu. Coba 
meki di website-website partai itu tidak ada. Apalagi kalau kabupaten tidak ada 
itu. Jadi mulai dari penerimannya itu sudah tidak jelas, kan partai itu kadang-
kadang kan ada yang memotong misalnya gaji anggota DPR nya langsung 
dipotong sekian ada juga yang mempersyaratkan sumbangan, yah tapi ini kita 
tidak tahu apa dasarnya, mana aturannya kemudian diapakan itu kita tidak tahu. 
Pihak ketiga itu bisa dari individu-individu kalau di UUD kepartaian yang 
boleh memberikan bantuan itu kan boleh individu boleh korporasi, batas 
maksimumnya ada. Kalau misalnya individu paling banyak 1M. tapi kan tidak 
mungkin 1M, Cuma yah harusnya mereka publikasi sih harusnya kalau dia mau 
transparan dan akuntabel yah harusnya di publikasi kan tidak ada masalah juga, 
tidak ada juga aturan yang dilanggar kalau ketahuan siapa nama 
penyumbangnya.” (Wawancara tanggal 30 Desember 2017). 
Didukung pula dengan jawaban yang diberikan oleh AS Kambie selaku 




“Sangat tidak sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Penggunaan dana 
partai politik sangat tertutup.” (Wawancara tanggal 04 Januari 2018). 
Keberhasilan suatu partai politik diukur dengan banyaknya jumlah suara yang 
direbutnya dari pemilihan umum, hal ini menjadikan salah satu karakteristik partai 
politik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu partai politik 
memperjuangkan kepentingan baik angota, bangsa dan negara melalui kegiatan 
pemilu. Jika partai politik tidak mendapatkan kursi karena calon yang diajukan tidak 
terpilih maka akan berdampak pada tidak adanya bantuan dana hibah dari pemerintah 
dan bantuan dana hibah sangat tergantung pada jumlah anggota yang yang terpilih 
untuk duduk di DPR (Wijaya dan Abdullah, 2014). Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh informan dari 4 partai politik di Kabupaten Gowa, hasil wawancara 
sebagai berikut: 
“Dana bantuan partai dihitung berdasarkan jumlah kursi jadi partai-partai 
berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan banyak kursi atau suara supaya 
dana yang diberikan juga banyak.” (Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua 
Bidang Media dan Publikasi Partai NasDem, wawancara tanggal 23 Oktober 
2017). 
“Iya Partai Kebangkitan Bangsa itu cuma satu kursi jadi termasuk bantuannya 
sedikit. Makanya partai itu berusaha memperoleh sebanyak-banyaknya supaya 
mendapatkan bantuan dana yang banyak juga.” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua 
PKB, wawancara tanggal 24 Oktober 2017). 
“Iya untuk sekarang ini bantuan dari pemerintah itu dihitung berdasarkan 
jumlah suara atau kursi.” (Abd. Haris Tappa selaku Ketua PAN, wawancara 
tanggal 07 November 2017). 
“ Yah.. harus sesuai dengan jumlah suara partai untuk mendapatkan bantuan 
dana sebanyak-banyaknya dari pemerintah.” (Ridwan Bakka selaku Bendahara 
PKS, wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
Jika dikaji lebih dalam ini memberikan pemahaman bahwa pemberian bantuan 




yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD Prov/Kab/Kota yang perhitungannya 
berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara. Hal ini mencerminkan bahwa 
Negara menunjukkan kecenderungan untuk tidak berlaku adil atau diskriminatif 
terhadap partai politik lain yang tidak memperoleh kursi di DPR maupun DPRD, 
padahal partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan partai politik 
yang mendapatkan kursi di DPR maupun DPRD dalam pemilihan umum. 
Harusnya semua partai politik tanpa kecuali mendapatkan bantuan keuangan 
partai politik baik berasal dari APBN maupun APBD sebab tanggung jawab partai 
politik adalah sama jika mengacu pada ketentuan undang-undang partai politik. Jika 
tugas dan tanggung jawab partai politik adalah sama, kenapa mesti adanya 
pembedaan mengenai pemberian bantuan keuangan partai politik yakni hanya yang 
memperoleh kursi di DPR dan DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah 
suara. Sementara tujuan dari dana bantuan keuangan parpol tersebut berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan keuangan Parpol 
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan 
politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Ini sungguh tidak adil, karena semua 







d. Bukti Transaksi 
Penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari adanya transaksi dan bukti telah 
terjadinya transaksi, agar laporan keuangan yang disajikan untuk publik sebagai 
pertanggungjawaban dapat dipercaya dan dapat menambah kredibiltas laporan 
keuangan tersebut, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan dari 4 
partai politik di Kabupaten Gowa terkait bukti transaksi, hasil wawancara sebagai 
berikut: 
“Sudah jelas itu kalau harus menyertakan bukti transaksinya…kan setiap 
kegiatan itu ada dokumentasinya itulah yang menjadi bukti terhadap dana yang 
kami gunakan untuk apa saja..” (Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua Bidang 
Media dan Publikasi Partai NasDem, wawancara tanggal 23 Oktober 2017). 
“Oh...., jelas harus menyertakan bukti transaksi agar terjalin saling percaya dek, 
kalau bukti transaksinya ada kita tidak harus saling curiga, tidak semua orang 
bisa percaya dengan apa yang kita kerjakan.” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua 
PKB, wawancara tanggal 24 Oktober 2017). 
“Iya jelas memerlukan bukti transaksi karena setiap itu kita dokumentasi itulah 
yang menjadi saksi bahwa ada kegiatan yang dilakukan dan dana yang keluar 
ini dihasilkan dari kegiatan tersebut..” (Abd. Haris Tappa selaku Ketua PAN, 
wawancara tanggal 07 November 2017). 
 
“Wah jelas.., harus ada bukti dari setiap transaksinya, bagaimana pengguna 
laporan keuangan mau percaya, terhadap laporan keuangan yang kami buat jika 
bukti dari transaksi saja tidak ada, seperti biasa kalau untuk membeli pulpen 
satu saja itu biasanya disertai nota di toko yang bersangkutan kedengarannya 
memeng ribet tapi demi mendapatkan kepercayaan kita harus melakukan dek.” 
(Ridwan Bakka selaku Bendahara PKS, wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
Dari penjelasan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 
pencatatan pada laporan keuangan harus disertakan dengan bukti transaksi yang telah 
terjadi, agar meminimalisir adanya kecurangan dalam memanipulasi laporan 




Partai Keadilan Sejahtera, penyajian bukti transaksi tersebut bertujuan agar laporan 
keuangan dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional 
dan Partai Keadilan Sejahtera dapat dipercaya dan menambah kredibilitas laporan 
keuangan Partai Politik. Bukti telah terjadinya suatu transaksi pada Partai NasDem, 
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera 
adalah selalu menyertakan nota, atau kwitansi sesuai transaksi yang terjadi, 
sebagaimana diungkapkan oleh informan dari beberapa partai di Kabupaten Gowa, 
sebagai berikut: 
“Yah seperti biasa dek.. buktinya itu misalnya kwitansi dan nota kemudian 
didokumentasi dan semua itu memang wajib dilaporkan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban.” (Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua Bidang Media 
dan Publikasi Partai NasDem,wawancara tanggal 23 Oktober 2017). 
“Buktinya itu seperti, kwitansi dan nota yang ditandatangai oleh yang 
menerima.” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua PKB, wwancara tanggal 24 
Oktober 2017). 
“Iya buktinya itu dek berupa nota dan kwitansi kemudian dokumentasi dan 
semua itu wajib dilaporkan.” (Abd. Haris Tappa selaku Ketua PAN, wawancara 
tanggal 07 November 2017). 
“Iya.. ada. baik nota maupun kwitansi dan harus dilampirkan. misalnya nota 
pembelian barang kebutuhan kesekretariatan.., seperti membeli kertas HVS.., 
tinta printer..,semua itu harus disertakan pencatatannya pada buku yang tebal 
yang nantinya akan diserahkan ke Kesbangpol bersama dengan 
pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah.” (Ridwan Bakka selaku 
Bendahara PKS, wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
Dari pernyataan para informan dapat dijelaskan bahwa mengenai bukti 
transaksi yang terjadi pada Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 
Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera berupa nota pembelian barang dan 




pencatatan pada laporan keuangan partai untuk menghindari terjadinya kesalahan 
dalam mencatat dan akan berdampak pada kesalahan penyajian laporan keuangan. 
Selanjutnya Laporan keuangan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 
Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera akan dipertanggungjawabkan kepada 
pihak internal dan pemerintah daerah selaku pemberi dana hibah atau dana bantuan 
partai politik, adapun cara menginformasikan laporan keuangan yaitu dengan 
menyusun laporan keuangan, selanjutnya mengadakan rapat yang diadakan untuk 
pihak internal dan untuk dana hibah yang berasal dari pemerintah akan diserahkan 
laporan pertanggungjawabannya kepada Kesbangpol, sebagaimana diungkapkan oleh 
informan dari beberapa partai di Kabupaten Gowa, sebagai berikut: 
“Pertanggungjawabannya itu melalui kesbangpol lalu kemudian di audit oleh 
BPK..beberapa pengurus partai dipanggil kesana untuk di 
pertanggungjawabkan bantuan dana partai biasa juga kita adakan rapat internal 
untuk membahas mengenai dana yang diberikan.” (Hamril Taha, SE selaku 
Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi Partai NasDem, wawancara tanggal 
23 Oktober 2017). 
“Cara menginformasikannya itu., selain penyusunan laporan keuangan, 
biasanya kita lakukan pertemuan semacam rapat untuk internal partai dan ada 
juga penyerahan laporan pertanggungjawban kepada kesbangpol untuk 
pertanggungjawaban dana hibah yang berasal dari pemerintah.” (Drs. Abd. 
Hafild selaku Ketua PKB, wawancara tanggal 24 Oktober 2017). 
“Pertanggungjawabannya itu..., melalui kesbangpol yangg kemudian oleh BPK, 
memanggil bendahara partai untuk mempertanggungjawabkan 
pertanggungjawaban pengeluaran dana partai politik sesuai dengan dana hibah 
atau dana bantuan partai politik yang tertera di APBD.” (Abd. Haris Tappa 
selaku Ketua PAN, wawancara tanggal 07 November 2017). 
“Penginformasiannya itu ada 2 bentuk, karena kita mendapatkan bantuan dana 
juga dari 2 macam bantuan yang pertama infaq dari anggota yang duduk di 
DPR dan yang kedua bantuan dana dari pemerintah yang biasa disebut dana 




untuk dana infaq yang masuk pertanggungjawabannya itu kepada pihak internal 
sedangkan dana hibah dari pemerintah itu pertanggungjawabannya kepada 
Kesbangpol jadi laporan pertanggungjawabannya diserahkan kepada 
kesbangpol dan selama satu periode kita baisanya mengadakan pertemuan atau 
rapat dalam membahas keuangan.” (Ridwan Bakka selaku Bendahara PKS, 
wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
 
Dapat dijelaskan bahwa penginformasian laporan pertanggungjawaban atau 
laporan keuangan dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat 
Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera adalah dengan melalui dua cara yaitu, 
membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ untuk pemerintah selaku pemberi 
bantuan dana hibah, atau dana bantuan partai politik yang diserahkan kepada 
kesbangpol dan yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban kepada pihak 
internal dari pemberian dana infaq dari anggota yang duduk di DPRD dan dibahas 
dalam rapat internal yang diadakan dalam Partai NasDem, Partai Kebangkitan 
Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Penyajian laporan 
keuangan yang dibuat oleh partai politik sudah menjadi hal yang umum bukan lagi 
milik pribadi partai dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan 
bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas laporan 
pelaporan keuangan partai. sebagaimana diungkapkan oleh informan dari beberapa 
partai di Kabupaten Gowa, sebagai berikut: 
“Bisa ji dek… karena memang kegiatan kita itu untuk umum namanya itu jadi 
bisa seperti itu.” (Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua Bidang Media dan 
Publikasi, Partai NasDem, wawancara tanggal 23 Oktober 2017). 
 
“Iya bisa diakses karena setiap kegiatan yang kita adakan diperuntukkan untuk 




informasi terkait kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan jadi tidak bisa 
tidak secara umum dek..” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua PKB, wawancara 
tanggal 24 Oktober 2017). 
“Kalau itu bisa saja diakses karena memang itu konsumsi publik yah…memang 
diperuntukkan untuk umum.” (Abd. Haris Tappa selaku Ketua, PAN, 
wawancara tanggal 07 November 2017). 
“Bisa diakses kok.. karena laporan pertanggungjawabannya itu bersifat umum, 
dan memang harus dipublikasikan, namanya juga konsumsi publik yah…, tapi 
kalau diakses melalui internet saya kira belum. Waalahu alam kedepannya.” 
(Ridwan Bakka selaku Bendahara PKS, wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
Berdasarkan hasil pemaparan informan tersebut dapat dijelaskan bahwa laporan 
pertanggungjawaban dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat 
Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dapat di akses oleh masyarakat karena 
memang sudah diperuntukkan untuk publikasi kepada pemerintah dan kepada 
penyumbang atau donatur dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 
Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, karena penginformasiannya bersifat 
terbuka untuk publik yang bersangkutan dapat mengunjungi kantor Kesbangpol yang 
memang bertugas membantu pemerintah dibidang politik, yaitu menyalurkan bantuan 
dan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari partai politik, hal ini sesuai dengan 
pernyataan yang diberikan oleh informan dari beberapa partai politik di Kabupaten 
Gowa, sebagai berikut: 
“Oh kalau soal itu masyarakat bisa langsung saja ke kesbangpol kalau memang 
mau tau pertanggungjawabannya. Diperuntukkan untuk umum ji dek..” (Hamril 
Taha, SE selaku Wakil Ketua Bidang Media dan Publikasi Partai NasDem, 
wawancara tanggal 23 Oktober 2017). 
“Yaah..masyarakat dapat mengunjungi kantor Kesbangpol, sama halnya dengan 




keuangan, itu semua ada di kesbang.” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua PKB, 
wawancara tanggal 24 Oktober 2017). 
“Iya pertanggungjawabannya melalui Kesbangpol terkait penyajian laporan 
keuangannya, silahkan ke Kesbangpol bisa diakses kok.” (Abd. Haris Tappa 
selaku Ketua PAN, wawancara tanggal 07 November 2017). 
“Kalau mau akses itu bisa melalui Kesbangpol karena pimpinan partai semua 
harus melalui kesbangpol kemudian BPK.” (Ridwan Bakka selaku Bendahara 
PKS, wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
 
Dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai 
laporan pertanggungjawaban dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 
Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dapat diakses atau dapat 
mengunjungi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang bertugas 
untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa 
dan politik. 
Namun hal tersebut berbeda dengan yang diutarakan oleh informan dari Komite 
Pemantau Legislatif (KOPEL) terkait transparansi partai politik, hasil wawancara 
sebagai berikut: 
“Kalau kesbang, iya mereka melaporkan, kalau ada media yang mereka 
sediakan untuk kita akses secara mudah itu tidak ada. Misalnya ini website kan 
ataukah ada satu unit khusus di partai politik yang kemudian bisa kita meminta 
dengan mudah, itu tidak ada. iya kalau menurut saya sih bentuk transparansi itu 
kan ada media yang secara mudah di akses misalnya website atau papan 
informasi paling tidak dikantor politik kemudian orang bebas lalu lalang bisa 
melihat pelaporan itu ataukah kemudian perencanaan keuangannya itu bisa 
dengan mudah kita mengakses nah itukan tidak ada. Jadi kalau menurut saya itu 
tidak transparan kalaupun misalnya ada itu harus update tiap tahun atau bahkan 
tiap persemester misalnya itu harus diinformasikan tapi itu tidak ada sehingga 
yah kesimpulan saya sih tidak transparan. Iya karena kan kemarin kita 
sampling. Kalau secara umum kita menyimpulkan tidak itu termasuk partai 
politik Kabupaten Gowa, tapi memang selama ini kalau kita lihat di rata-rata 




pelaporan, pokoknya terkait dengan keuangan mereka. Pemasukan pengeluaran 
itu tidak ada.” (Bapak Anwar Razak selaku Direktur Advokasi Anggaran, 
wawancara tanggal 05 Januari 2018). 
“Penjelasannya itu sangat sederhana. Partai politik itu adalah lembaga publik. 
Kenapa dia disebut lembaga publik? Pertama, dia mengelola, dia menerima, dia 
membelanjakan dana publik. Dana publik itu apa? Dana yang ada dari 
pemerintah itu adalah dana publik, APBD itu adalah uang rakyat. Kedua, dia 
memungut bantuan dari rakyat, yaitu adalah dana kader dan dana subsidi 
bantuan. Maka dia adalah diposisikan sebagai lembaga publik. Sebagai lembaga 
publik, maka harusnya laporan keuangannya bisa diakses, itu kewajiban partai 
politik harusnya. Tapi kemudian kenapa partai politik justru tertutup? Karena 
ada dua faktor. Pertama, orang-orang di partai politik itu tidak paham secara 
substansi apa itu parpol. Jadi dia orang parpol tapi tidak ngerti lembaganya. 
Kedua adalah ada yang dia sembunyikan, kenapa dia sembunyikan bantuan dari 
pemerintah sekian 100 juta kita belanjakan, 100 juta itu harusnya untuk 
sekretariat, kaderisasi dll ternyata ada 50% itu dibelanjakan untuk harlah, ada 
sekian persen dipakai ketuanya untuk ini, ada pengurus untuk ini sehingga 
laporannya itu kan fiktif tuh. Nah ini yang disembunyikan diluar itu ada 
sumbangan-sumbangan yang tidak jelas yang masuk kesitu, itu berbahaya 
diketahui publik . jadi, pertama dia sudah tidak tahu tentang kelembagaannya 
kedua memang ada yang disembunyikan. Nah itu yang harus masuk 
rekomendasi bahwa harusnya kedepannya adalah ada system, harusnya peserta 
pemilu nanti tahun 2019 itu adalah partai politik yang tidak hanya pengurusnya 
ada sampai daerah tetapi juga tata kelola keuangannya rapi. Jadi dia harus 
diaudit hasil auditnya itu dinyatakan dia adalah wajar tanpa pengecualian. 
Kalau dia disclaimer berarti tidak boleh. Masa laboratorium mencari kader 
pemimpin tapi dia korup kan tidak bisa. Fakta bahwa sekarang ini partai politik 
itu belum terbuka gitu yah. Secara umum termasuk Kabupaten Gowa gitu yah, 
idealnya itu kan partai politik gini kalau berbicara soal transparansi itu kita 
bicara soal akses informasi, akses infromasi itu dibagi ada namanya serta merta 
jadi serta merta itu anda diminta atau tidak minta , anda harus publikasi, apa 
itu? Yaitu adalah anda harus mempublikasikan dana-dana yang anda terima dan 
kelola selama ini itu langsung anda publish itu adalah serta merta. Misalnya kita 
butuh dokumen, minta atau tidak diminta itu sudah ada terpublish gitu yah tapi 
ada juga dokumen yang diminta baru dikasih, misalnya gini partai politik itu 
memiliki kebijakan untuk rekrutmen kepala daerah sekarang di pilkada, kalau 
publik  tidak minta, yah tidak perlu dia publikasi tapi begitu saya bersurat saya 
butuh seperti kamu meneliti, wajib hukumnya diberi. Nah ada juga hal-hal yang 
tidak bisa diberikan, dalam hal ini misalnya apakah dianggap itu soal privasi 
soal rahasia Negara misalnya gini, anda butuh rekening pribadi ketua partai 
politik itu tidak bisa. Anda butuh nomor telpon rahasianya ketua tidak bisa. 




boleh itu adalah mengganggu Negara, kedua adalah soal privasi jaminan 
keamanan orang. Saya tidak bisa memberikan nomo NPWP saya gitu yah saya 
tidak bisa memberikan nomor rekening kecuali dalam hal kepentingan negara 
saya harus berikan sepanjang anda tidak bisa memberikan penjelasan itu maka 
tidak nah biasanya hal-hal yang menentukan yang disebutkan tidak bisa itu 
melalui kebijakan keputusan komisi informasi, komisi informasi akan 
menyatakan bahwa ini bisa dibuka dan tidak bisa dibuka. Begitu komisi 
informasi bilang bisa dibuka yah dibuka. Nah saya jawab untuk Kabupaten 
Gowa, di Kabupaten Gowa adalah anehnya lagi-lagi partai politik sekarang ini,  
tidak mampu membedakan yang mana serta merta, yang mana itu nanti diminta 
yang mana memang tidak bisa. Akibatnya apa? Implementasi dilapangan adalah 
yasudah kalau kita kenal saya kasih, kalau saya tidak kenal saya pimpong kiri 
kanan gitu loh. Nah itu artinya apa? Kualifikasi lembaga itu tidak modern tidak 
professional, cara mengelola partai politik itu masih sangat ortodoks, 
konvensional, kolot gitu loh bahasa kasarnya.” (Bapak Syamsuddin selaku 
Direktur Eksekutif, wawancara tanggal 08 Januari 2018).  
Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si 
selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Makassar, hasil wawancara sebagai berikut: 
“Karena dia hanya setor dikesbang. Dia tidak menyetor ke publik. Harusnya 
kan ada administrasi, dia tampilkan juga ke masyarakat itu masalahnya disitu. 
Bisa dimedia tapi kan itu tidak dilakukan. Dia hanya mengangap kalau sudah 
disetor ke kesbang yah sudah selesai urusannya. Padahal itu uang publik 
harusnya ke publik. Itu yang menjadi masalah juga kalau menurut saya. Secara 
umum tidak transparan. Artinya kalau definisinya transparan adalah hasil 
pelaporannya itu diumumkan kepada publik, tapi itu tidak ada dikabupaten 
gowa sejauh yang saya tahu yah.” (Wawancara tanggal 30 Desember 2017). 
Didukung pula dengan jawaban yang diberikan oleh AS Kambie selaku 
Manager Produksi Tribun Timur, mengatakan bahwa: 
“Sebenarnya bisa, lewat kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tetapi 
partai politik tidak pernah transparan soal penggunaan dana dalam mempublish 
dan disampaikan ke media. Kadang mereka laporkan ke kesbangpol setelah 
acara berlangsung lama dan itupun setelah disurati berkali-kali dan laporan itu 




ada aturan tertulis dan panduan tertulis, tentu mereka berusaha catat dan 
laporkan sesuai dengan itu. Tapi, acara yang dilaporkan belum tentu dan 
kebanyakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga partai politik 
di Kabupaten Gowa Boleh disebut lebih buruk dari kabupaten lain dalam 11 
tahun terakhir.” (Wawancara tanggal 04 Januari 2018). 
Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana partai politik 
sangatlah tertutup. Partai politik menganggap bahwa apabila mereka telah menyetor 
laporan pertanggungjawaban ke kantor kesatuan bangsa dan politik tanggung 
jawabnya sudah selesai. Padahal seharusnya sebagai lembaga publik partai politik 
mempunyai kewajiban untuk menyediakan media agar masyarakat mudah mengakses 
langsung laporan keuangan partai politik terkait perencanaan keuangan parpol. 
Definisi dari transparansi adalah hasil laporan partai politik tersebut diumumkan ke 
publik tetapi fakta yang ada malah sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa partai 
politik tidak pernah transparan soal penggunaan dana dalam mempublish dan 
disampaikan ke media. 
2. Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik 
a. Penyajian Keuangan Partai Politik 
Penyajian laporan keuangan partai politik harus secara transparan dan akuntabel 
atas dana yang berasal dari sumbangan para donatur yang telah mereka gunakan. 
Dasar penyusunan dan pembukuan pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik 
telah diatur dalam PSAK No. 45 yang menjelaskan tentang standar akuntansi untuk 




Indonesia (IAI) bagi akuntansi partai politik serta akuntansi untuk entitas nirlaba 
lainnya (Diputra, 2017). Tolak ukur penyajian laporan keuangan yang baik 
tergantung dari penerapan transparansinya dalam mengelola laporan keuangan.  
Mengenai transparansi yang artinya kewajiban bagi para pengelola untuk 
menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian 
informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa 
informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada para 
pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, 
ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Q.S. An-Nahl 43-44/16. 
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نِّلَّ  َنوُر َّهَفَجَي ًۡ ُٓ
َّ
يََعىَو ًۡ ِٓ ۡ
َ
ِلَإ َِلُّزُ ا ٌَ  ِساَِّ ِيل َ َِّيُبِلِ٤٤  
Terjemahan: 
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 
Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang 
mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (43), Keterangan-
keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al 
Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 
kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (44). 
Dari ayat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam islam transparansi 
adalah penyampaian amanah yang dimiliki kepada masyarakat atau yang berwenang 
dengan bahasa atau tulisan yang dapat dipahami dengan mudah, sehingga tidak 




dalam penyajian laporan keuangan partai politik untuk kemudahan mendapatkan 
informasi terkait laporan keuangannya. 
Karena partai politik memperoleh dana dari iuran anggota dan bantuan 
keuangan dari pemerintah daerah sebagai dana hibah maka sudah menjadi keharusan 
partai politik untuk menyajikan laporan keuangannya kepada pihak internal dan 
pemerintah selaku pemberi dana hibah (Halim dan Kusufi, 2012:414). Sebagaimana 
yang diungkapkan oleh informan dari 4 partai politik di Kabupaten Gowa terkait 
pengelolaan keuangan parpol, hasil wawancara sebagai berikut:  
“Yahh.. saya sebagai wakil ketua bidang media dan publikasi melihat bahwa 
transparansinya itu sudah bagusmi. Karena ini kan bantuan dari pemerintah 
otomatis juga itu sudah keharusan untuk menjadi konsumsi publik. Sebenarnya 
tergantung masyarakat ji yang menilai bagaimana mereka mengakses langsung 
informasi yang kami berikan selama ini.” (Hamril Taha, SE selaku Wakil Ketua 
Bidang Media dan Publikasi Partai NasDem, wawancara tanggal 23 Oktober 
2017). 
“Menurut saya sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa..., sudah bagusmi 
transparansinya, insha allah bagus mi juga laporan keuangannya.., karena 
mengenai bantuan partai politik yang diterima dari pemerintah memang sudah 
menjadi keharusan untuk dijadikan konsumsi publik mengenai laporan 
keuangannya, jika infaq dari anggota yang ada di DPR pertanggungjawabannya 
pada pihak internal partai, jadi untuk saya sendiri saya rasa sudah cukup 
transparan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangannya, tapi 
kembali lagi ke masyarakat bagaimana menilai keterbukaan informasi yang 
kami berikan selama ini.” (Drs. Abd. Hafild selaku Ketua PKB, wawancara 
tanggal 24 Oktober 2017). 
“Kalau mengenai keterbukaannya menurut penilaian saya itu sudah baik, dan 
memang mengenai dana bantuan partai politik ini kita terima dari pemerintah 
jadi sudah menjadi keharusan untuk dijadikan konsumsi publik terkait laporan 
keuangannya. Jadi menurut saya memang sudah bagus kembali lagi kan 
masyarakat yang menilai bagaimana selama ini.” (Abd. Haris Tappa selaku 




“Kalau mengenai keterbukaannya menurut saya itu sudah baik walaupun dari 
saya sendiri merasa belum sempurna dan masih dalam proses belajar tentang 
bagaimana seharusnya, karena saya sebagai bendahara bisa dibilang bukan 
berlatar belakang dari ekonomi atau akuntansi yang seharusnya mengerti akan 
masalah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan partai. Jadi sesuai 
kesanggupan saja untuk kelola laporan keuangan partai, karena 
pertanggungjawaban yang besar itu menurut saya bukan hanya kepada donator 
melainkan kepada Allah SWT juga.” (Ridwan Bakka selaku Bendahara, PKS, 
wawancara tanggal 26 Oktober 2017). 
Dari hasil wawancara tersebut dimulai dari transaksi yang terjadi dan sampai 
pada cara menginformasikan laporan keuangannya kepada para pengguna laporan 
keuangan partai politik menilai sudah cukup transparan dan akuntabel, karena dalam 
penyajian laporan keuangannya sudah berusaha memaksimalkan bagaimana 
pencatatan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku 
walaupun pada kenyataannya masih sangat sederhana karena adanya keterbatasan 
pengetahuan dari pengelola laporan keuangan mengenai sistem penyajian laporan 
keuangan partai politik yang diatur dalam PSAK No.45 sebagaimana menjadi 
pedoman dalam hal laporan keuangan organisasi nirlaba mengenai bentuk laporan 
keuangan yang seharusnya, pengurus Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, 
Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera  telah berusaha membuat dan 
menyajikan laporan keuangan yang seideal mungkin untuk para pengguna laporan 
keuangan dari partai politik, agar mudah dipahami dan mudah mendapatkan akses 






Penerapan prinsip pengelolaan partai politik telah menjadi keharusan bagi 
partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 UU No.2/2011. Prinsip ini 
mengharuskan adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara kelembagaan dan pertanggungjawaban kepada publik 
terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban 
harus dilakukan oleh partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan 
membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan 
belanja partai politik sepanjang tahun untuk memastikan tanggung jawab partai 
politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, 
sesuai etika dan tidak melanggar peraturan. 
Tabel 4.7 
Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai  Politik Berdasarkan UU 




Hasil Penelitian Ket 
1 Partai 
NasDem 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban terhadap sejumlah pemasukan 
tidak dipergunakan sebagaimana yang seharusnya. 
Pertanggungjawaban lebih dominan ke internal 
partai seperti misalnya pembiayaan untuk hari ulang 
tahu partai, gerak jalan santai dsb. Pengeluaran baik 
yang bersumber dari kas partai maupun kandidat 
pejabat publik tidak tercatat sesuai dalam laporan 
partai politik sebagaimana diatur dalam standar 
akuntansi yang berlaku umum. 
Berkesesuaian 
sebagian 
2 PKB Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban 
terhadap dana yang diberikan juga tidak digunakan 
sebagaimana peruntukannya seperti pembinaan 
kader dan pendidikan politik. Bantuan dana parpol 







3 PAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai belum 
menggunakan dana sebagaimana yang 
diperuntukkan. Partai hanya menggunakan dana 






Hasil penelitian menunjukkan hampir semua partai 
termasuk salah satunya PKS itu tidak 
membelanjakan dana bantuan pemerintah dan tidak 
taat asas penuh menggunakan dana sesuai dengan 
yang diperuntukan. Malah banyak digunakan untuk 
harla, doorprize dll. 
Berkesesuaian 
sebagian 
Sumber: Data diolah peneliti dari hasil temuan wawancara  
 
Tabel 4.8 
Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Partai  Politik Berdasarkan UU 




Hasil Penelitian Ket 
1 Partai 
NasDem 
Pengelolaan keuangan Partai NasDem belum 
memiliki mekanisme yang transparan. Dari 
sejumlah pengeluaran yang dimiliki, semuanya 
tidak diatur dalam sebuah mekanisme yang 
terbuka ke publik.  
Berkesesuaian 
sebagian 
2 PKB Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam 
prakteknya tidak ditemukan adanya pengeluaran 
untuk publikasi ke masyarakat terkait dengan 
laporan pengeluaran yang mereka lakukan. Begitu 
pula dengan keterbukaan dalam hal akses publik 
terhadap informasi keuangan mereka. Dari semua 
item kegiatan yang ditemukan dalam pengeluaran 
partai politik, tidak satupun dari laporan kegiatan 
tersebut dapat diakses oleh publik. 
Berkesesuaian 
sebagian 
3 PAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai belum 
membuat sebuah mekanisme pengelolaan 
keuangan yang terbuka kepada publik, khususnya 
yang mengatur bagaimana masyarakat bisa 
mengakses data dan informasi keuangan mereka 
juga bagaimana parpol secara aktif memberikan 
informasi terbuka kepada masyarakat. 
Berkesesuaian 
sebagian 
4 PKS Pengelolaan keuangan partai tidak menunjukkan 
adanya prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan 






masyarakat baik melalui media maupun papan 
informasi. Inilah informasi penting yang 
seharusnya diketahui oleh masyarakat luas 
bagaimana partai politik memperoleh dananya, 
seumbernya dari mana, pengeluaran operasional 
dan penggunannya seperti apa. Sehingga hal 
mencurigakan dapat dideteksi dari publikasi 
laporan keuangan setiap periodenya. 
Sumber: Data diolah peneliti dari hasil temuan wawancara 
Tidak transparannya pengelolaan keuangan partai politik, tidak jarang bisa 
menyeret kader partai dalam kasus penyalahgunaan anggaran. Lemahnya prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik 
menyebabkan sejumlah pengeluaran partai tidak tercatat dengan baik dalam 
pembukuan partai. Sebagai institusi publik, seharusnya pencatatan pengelolaan 
keuangan partai politik  dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 
umum dan informasi yang dapat diakses masyarakat luas sebagau sinyal tentang 
usaha pemerintah dalam memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Tujuannya agar 
rakyat mempercayai dan mendukung kinerja pemerintah saat ini sehingga 
pemerintahan berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk 
memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu 
diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun 
sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik. Partai politik mempunyai peran penting 
dalam menjaga demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan 
bebas dari korupsi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, 
terkait pertanggungjawaban keuangan partai politik dengan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai NasDem di Kabupaten Gowa 
belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 
pertanggungjawaban terhadap sejumlah pemasukan tidak dipergunakan 
sebagaimana yang seharusnya. Pertanggungjawaban lebih dominan ke internal 
partai seperti misalnya pembiayaan untuk hari ulang tahu partai, gerak jalan 
santai dsb. Pengeluaran baik yang bersumber dari kas partai maupun kandidat 
pejabat publik tidak tercatat sesuai dalam laporan partai politik sebagaimana 
diatur dalam standar akuntansi yang berlaku umum. 
2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PKB di Kabupaten Gowa terhadap 
dana yang diberikan juga tidak digunakan sebagaimana peruntukannya seperti 
pembinaan kader dan pendidikan politik. Bantuan dana parpol malah banyak 
digunakan untuk operasional kantor saja. 
3. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PAN di Kabupaten Gowa 
menunjukkan bahwa partai belum menggunakan dana sebagaimana yang 
diperuntukkan. Partai hanya menggunakan dana yang diberikan untuk 





4. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan PKS di Kabupaten Gowa 
menunjukkan hampir semua partai termasuk salah satunya PKS itu tidak 
membelanjakan dana bantuan pemerintah dan tidak taat asas penuh 
menggunakan dana sesuai dengan yang diperuntukan. Malah banyak digunakan 
untuk harla, doorprize dll. 
5. Transparansi pengelolaan keuangan partai NasDem di Kabupaten Gowa belum 
memiliki mekanisme yang transparan. Dari sejumlah pengeluaran yang 
dimiliki, semuanya tidak diatur dalam sebuah mekanisme yang terbuka ke 
publik. 
6. Transparansi pengelolaan keuangan PKB di Kabupaten Gowa dalam 
prakteknya tidak ditemukan adanya pengeluaran untuk publikasi ke masyarakat 
terkait dengan laporan pengeluaran yang mereka lakukan. Begitu pula dengan 
keterbukaan dalam hal akses publik terhadap informasi keuangan mereka. Dari 
semua item kegiatan yang ditemukan dalam pengeluaran partai politik, tidak 
satupun dari laporan kegiatan tersebut dapat diakses oleh publik. 
7. Transparansi pengelolaan keuangan PAN di Kabupaten Gowa menunjukkan 
bahwa partai belum membuat sebuah mekanisme pengelolaan keuangan yang 
terbuka kepada publik, khususnya yang mengatur bagaimana masyarakat bisa 
mengakses data dan informasi keuangan mereka juga bagaimana parpol secara 





8. Transparansi pengelolaan keuangan PKS di Kabupaten Gowa tidak 
menunjukkan adanya prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tidak 
adanya akses informasi bagi masyarakat baik melalui media maupun papan 
informasi. Inilah informasi penting yang seharusnya diketahui oleh masyarakat 
luas bagaimana partai politik memperoleh dananya, seumbernya dari mana, 
pengeluaran operasional dan penggunannya seperti apa. Sehingga hal 
mencurigakan dapat dideteksi dari publikasi laporan keuangan setiap 
periodenya. 
B. Keterbatasan  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, maka terdapat beberapa 
keterbatasan didalamnya: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 objek dan terbatasnya waktu penelitian 
karena pada saat observasi awal, partai lain memiliki hambatan untuk diteliti. 
2. Kurangnya informan yang bersedia memberikan informasi terkait hal-hal yang 
bersangkutan dengan judul penelitian. 
3. Meskipun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam uji keabsahan data, 
tetapi dalam penelitian ini data dan fakta yang disajikan dapat mengalami bias 
karena sifat subjektifitas oleh peneliti. Hasil dari wawancara yang berupa narasi 
dapat salah dideskripsikan antara peneliti dan narasumber. Meskipun demikian, 





pendekatan atau paradigma penelitian yang digunakan, tidak ada yang bebas 
dari bias subjektifitas. 
C. Saran 
Saran yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada 
untuk perbaikan pada masa mendatang diantaranya: 
1. Pada penelitian yang akan datang diharapkan agar menambah jumlah informan 
yang bersedia untuk memberikan jawaban dengan periode waktu yang lebih 
lama dan juga melibatkan informan dari beberapa partai khususnya pada partai-
partai yang berkuasa agar data yang didapatkan lebih akurat. Hal lain yang juga 
perlu untuk jadi pertimbangan pada penelitian yang akan datang, diharapkan 
pendekatan penelitian yang digunakan yakni konstruktivisme paradigma. 
Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan 
dari manusia itu sendiri.  
2. Keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam hal penyajian laporan 
keuangan masih perlu ditingkatkan karena penyajiannya hanya dilakukan secara 
per periode dan tidak ada penyajian perbulan dari laporan keuangannya, 
sebagaimana mestinya sesuai dengan PSAK No.45 bahwa laporan keuangan 
untuk entitas nirlaba dalam hal ini partai politik harus mencakup laporan posisi 
keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas untuk suatu 
periode pelaporan, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan 
atas laporan keuangan. Unutk itu, pengurus partai terutama bendahara 





memahami dalam pembuatan laporan keuangan dan pengelolaan 
pertanggungjawaban keuangan partai demi terciptanya tata kelola partai politik 
yang baik. 
3. Pemerintah juga harus dipastikan bahwa cara mereka dalam mencairkan dana 
bantuan partai politik itu harus tertib. Bagaimana mungkin partai politik 
dipaksa untuk akuntabel, pelaporannya rutin kalau di pemerintahannya saja 
justru pencairannya tidak akuntabel karena akuntabilitas suatu partai politik 
juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam memberikan dana 
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Pertanyaan 
1. Bagaimana penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
keuangan mengenai dana yang diberikan dari pemerintah? 
Jawab: Akuntabilitas partai NasDem saya rasa sudah bagus karena dana yang kita terima 
itu kita gunakan memang untuk kegiatan partai tidak boleh selain keperluan partai 
dan dibuatkan pertanggungjawaban itu. Biasanya ada pendidikan politik karena 
dibagi dua itu yang pertama untuk pembiayaan kesekretariatan itu 40% dan 60% -
nya itu pendidikan politik. Tapi kesekretariatan itu tidak mesti 40% dia itu bisa 
sampai 20 atau 30%, yang tidak bisa kurang itu adalah pendidikan politik 60% itu 
bisa lebih. Harus sesuai karena harus dipertanggungjawabkan itu semua dana yang 
diterima terus dibuatkan pertanggungjawaban lalu disetor ke kesbangpol dan 
diaudit oleh BPK. 
2. Berapa besaran bantuan dari APBN/ APBD untuk tiap suara yang diperoleh oleh partai 
politik? 
Jawab: Dana bantuan partai NasDem itu tergantung dari banyaknya kursi dipartai jadi 
kalau banyak kursi yah banyak juga dana yang didapat. Dana bantuan partai 
dihitung berdasarkan jumlah kursi jadi partai-partai berusaha sebaik-baiknya 
untuk mendapatkan banyak kursi atau suara supaya dana yang diberikan juga 





kita terima itu ada yang namanya sumbangan fraksi. Mekanisme pencatatan yang 
dilakukan seperti lazimnya. Ada kas masuk dan kas keluar untuk kegiatan yang 
dicatat oleh bendahara dan pelaporannya itu sudah sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku umum. Partai Politik memiliki nomor rekening khusus 
atas nama partai dan yang memegang atau bertanggung jawab untuk keuangan 
masuk dan keluar atas nomor rekening tersebut adalah ketua dan bendahara partai. 
Laporan pertanggungjawaban partai akan diaudit oleh Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK). 
3. Apa saja kegiatan Partai Politik yang didanai oleh Pemerintah? 
Jawab: Kegiatan yang didanai oleh pemerintah seperti pendidikan politik. Sebenanrnya 
terbagi dua, yang pertama untuk pembiayaan kesekretariatan 40% dan 60% 
untuk pendidikan politik. Untuk pembiayaan kesekretariatan tingkat persentase 
bisa kurang dari 40%, bisa sampai 20 atau 30% sedangkan tingkat persentase 
untuk pendidikan politik tidak bisa kurang dari 60% dan itu bisa diatas 60%. 
Untuk mengelola anggaran terhadap kegiatan yang didanai tersebut tidak ada 
kerumitan yang dialami partai. 
4. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada 
partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian? 
Jawab: Bantuan dana partai politik dari pemerintah harus sesuai dengan isi perjanjian 
terkait pertanggungjawaban dana parapol. Karena dana tersebut harus 
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah selaku pemberi dana bantuan dan 
laporan pertanggungjawaban disetor ke kesbangpol serta diaudti oleh BPK.  
5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban partai terhadap dana yang diperoleh? 
Jawab: Pertanggungjawaban sudah menjadi keharusan bagi partai politik untuk membuat 
laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan ke pemerintah karena dana yang 
diperoleh partai politik berasal dari pemerintah. Setiap kegiatan itu harus 
membuat dokumentasi yang menjadi bukti nantinya dan laporannya diserahkan ke 
kesbangpol. 
6. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka? Dimanakah 





Jawab: Saya sebagai wakil ketua bidang media dan publikasi melihat bahwa 
transparansinya itu sudah bagus. Karena ini kan bantuan dari pemerintah otomatis 
juga itu sudah keharusan untuk menjadi konsumsi publik. Sebenarnya tergantung 
masyarakat yang menilai bagaimana mereka mengakses langsung informasi yang 
kami berikan selama ini. Laporan keuangan partai politik dapat diakses oleh 
masyarakat karena kegiatan partai memang diperuntukkan untuk umum, 
masyarakat bisa mengakses melalui kesbangpol terkait itu sudah diperuntukkan 
untuk umum.  
7. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi? Bagaimana jenis bukti 
transaksi tersebut? Apakah setiap transaksi harus dilaporkan? 
Jawab: Partai politik harus menyertakan bukti transaksi di setiap transaksi yang terjadi.   
Setiap kegiatan di buatkan dokumentasi itulah yang menjadi bukti terhadap dana 
yang digunakan untuk apa saja. Bukti transaksinya misalnya kwitansi dan nota 
kemudian didokumentasi dan semua itu memang wajib untuk dilaporkan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban partai. 
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Pertanyaan 
1. Bagaimana penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola 





Jawab: Penerapan akuntabilitas yang diterapkan pada Partai Kebangkitan Bangsa ini saya 
rasa sudah cukup efektif karena dana dari pemerintah itu kita pergunakan untuk 
kegiatan partai politik itu sendiri dan pertanggungjawabannya melalui penyajian 
laporan keuangan. Kan itu dana yang diberikan dari Pemerintah melalui APBD 
sudah ada pos-posnya masing-masing. Jadi, kegiatan yang kita lakukan itu sesuai 
dengan aturan yang pertama itu 60% untuk pendidikan politik seperti misalnya 
workshop, sarasehan yah semacam pertemuan-pertemuan seperti itu. Lalu 40% 
itu digunakan untuk biaya administrasi alat-alat kantor seperti pembelian kertas, 
alat tulis dan lain-lain. 
2. Berapa besaran bantuan dari APBN/ APBD untuk tiap suara yang diperoleh oleh partai 
politik? 
Jawab: Bantuan dana partai kebangkitan bangsa berasal dari APBD dan jumlah dana 
tersebut dihitung berdasarkan jumlah kursi dari partai yang bersangkutan. 
Mekanisme pencatatan terhadap dana yang diperoleh partai sama dengan yang 
lain, yaitu misalnya ada transaksi, langsung dicatat baik itu transaksi 
pengeluaran kas atau pemasukan kas partai. Partai politik memiliki nomor 
rekening khusus atas nama partai. 
3. Apa saja kegiatan Partai Politik yang didanai oleh Pemerintah? 
Jawab: jadi kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang pertama itu 60% 
untuk pendidikan politik seperti misalnya workshop, sarasehan yah semacam 
pertemuan-pertemuan seperti itu. Lalu 40% itu digunakan untuk biaya 
administrasi alat-alat kantor seperti pembelian kertas, alat tulis dan lain-lain. 
4. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada 
partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian? 
Jawab: Iya disesuaikan dengan kesepakatan perjanjian, memang harus sesuai kalau tidak 
sesuai tidak akan diberikan bantuan berikutnya dan yang memeriksa langsung itu 
dari Kebsangpol dan untuk isi perjanjiannya sesuai atau tidak akan dikonfirmasi 
oleh BPK. 
5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka? Dimanakah 





Jawab: Menurut saya sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa sudah bagus 
transparansinya, insha allah laporan keuangannya juga ikutan bagus karena 
mengenai bantuan partai politik yang diterima dari pemerintah memang sudah 
menjadi keharusan untuk dijadikan konsumsi publik mengenai laporan 
keuangannya, jika infaq dari anggota yang ada di DPR pertanggungjawabannya 
pada pihak internal partai, jadi untuk saya sendiri saya rasa sudah cukup 
transparan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangannya, tapi 
kembali lagi ke masyarakat bagaimana menilai keterbukaan informasi yang kami 
berikan selama ini. Iya bisa diakses karena setiap kegiatan yang kita adakan 
diperuntukkan untuk masyarakat umum jadi masyarakat yang kita undang dalam 
hal pemberian informasi terkait kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan jadi 
tidak bisa tidak secara umum. Masyarakat dapat mengunjungi kantor 
Kesbangpol, sama halnya dengan adek sekarang ini yang membutuhkan bukti 
apakah benar ada penyajian laporan keuangan, itu semua ada di kesbang. 
6. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi? Bagaimana jenis bukti 
transaksi tersebut? Apakah setiap transaksi harus dilaporkan? 
Jawab: Jelas harus menyertakan bukti transaksi agar terjalin saling percaya, kalau bukti 
transaksinya ada kita tidak harus saling curiga, tidak semua orang bisa percaya 
dengan apa yang kita kerjakan. Buktinya itu seperti, kwitansi dan nota yang 
ditandatangai oleh yang menerima semua itu wajib dilaporkan. 
HASIL WAWANCARA 3 
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1. Bagaimana penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
keuangan mengenai dana yang diberikan dari pemerintah? 
Jawab: Akuntabilitas yang diterapkan pada PAN menurut saya sudah baik, karena dengan 
adanya laporan keuangan yang kami buat sama halnya sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kami terhadap dana yang diberikan dari pemerintah yang 
mengharuskan adanya penyajian laporan keuangan. 
2. Berapa besaran bantuan dari APBN/ APBD untuk tiap suara yang diperoleh oleh partai 
politik? 
Jawab: Partai Amanat Nasional itu ada yang namanya penerimaan dana bantuan partai 
politik dan dari pihak ketiga. Setiap partai politik yang mempunyai kursi di 
DPRD menerima bantuan dari pemerintah daerah dan dihitung berdasarkan 
jumlah suara. Setiap ada dana yang keluar itu sudah pasti harus dicatat oleh 
bendahara. Pencatatannya itu yah seperti lazimnya saja, kas masuk kas keluar 
untuk kegiatan apa saja, seperti itu. Partai politik memeliki rekening khusus atas 
nama DPD PAN Gowa. Cuma kalau untuk proses pengeluaran dananya 
diketahui oleh 3 orang yaitu Ketua, Bendahra dan Sekretaris. 
3. Apa saja kegiatan Partai Politik yang didanai oleh Pemerintah? 
Jawab: Kegiatan yang didanai oleh pemerintah itu ada dua, yang pertama yaitu 
pendidikan politik kalau tidak salah 60-80% seperti Musyawarah Daerah dan 
Musyawarah Cabang terus yang kedua itu kesekretariatan. Sekretariat yang 
dimaksud disini adalah yang bahan habis pakai seperti kertas dan alat tulis. 
4. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada 
partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian? 
Jawab: Kita menandatangani partai integritas terhadap dana yang akan kita kelola, dan 
harus sesuai dengan dana yang diberikan 158 juta sekian itu kita 
pertanggungjawabkan semuanya tidak ada yang tersisa. 
5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka? Dimanakah 
masyarakat dapat melakukan akses terhadapnya? 
Jawab: Kalau mengenai keterbukaannya menurut penilaian saya itu sudah baik dan 
memang mengenai dana bantuan partai politik ini kita terima dari pemerintah jadi 





keuangannya. Jadi menurut saya memang sudah bagus kembali lagi kan 
masyarakat yang menilai bagaimana selama ini. Kalau itu bisa saja diakses karena 
memang itu konsumsi publik yah memang diperuntukkan untuk umum. 
Pertanggungjawabannya melalui Kesbangpol terkait penyajian laporan 
keuangannya, silahkan ke Kesbangpol bisa diakses kok. 
6. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi? Bagaimana jenis bukti 
transaksi tersebut? Apakah setiap transaksi harus dilaporkan? 
Jawab: Iya jelas memerlukan bukti transaksi karena setiap itu kita dokumentasi itulah 
yang menjadi saksi bahwa ada kegiatan yang dilakukan dan dana yang keluar ini 
dihasilkan dari kegiatan tersebut. Buktinya itu berupa nota dan kwitansi kemudian 
dokumentasi dan semua itu wajib dilaporkan. 
HASIL WAWANCARA 4 
INFORMASI  INFORMAN 
Nama  Ridwan Bakka 
Tempat, Tgl Lahir Mangalli, 9 Oktober 1967  
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Riwayat Pendidikan Universitas Muslim Indonesia 
Tanggal Wawancara 07 November 2017 
Pertanyaan 
1. Bagaimana penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
keuangan mengenai dana yang diberikan dari pemerintah? 
Jawab: Sebagai bendahara dari Partai Keadilan Sejahtera, saya merasa bahwa 
akuntabilitas Partai Keadilan Sejahtera ini sudah bagus karena setiap ada kegiatan 
partai baik itu pemasukan ataupun pengeluaran yang terjadi pada partai pasti 
selalu dilakukan pencatatan sebagai bukti pertanggungjawaban. 
2. Berapa besaran bantuan dari APBN/ APBD untuk tiap suara yang diperoleh oleh partai 
politik? 
Jawab: Sumber dana yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera itu selain dana bantuan 





setiap bulannya yang ditentukan melalui kesepakatan, tetapi tidak langsung 
ditentukan karena ada yang namanya rapat internal nah disitu kita mengajukan 
angka dan akan disetujui nantinya oleh pusat. Pencatatannya itu seperti biasanya, 
karena kita disini sebagai bendahara tidak ada dasar sebenarnya tentang akuntansi 
soal catat mencatat keuangan, kurangnya pemahaman dan pengetahuan untuk 
pencatatan seperti ini, jadi pencatatannya itu disederhanakan saja, makanya hanya 
kas yang masuk dan kas keluar saja dan digunakan untuk apa itu yang kita catat. 
Partai keadilan sejahtera memiliki nomor rekening khusus atas nama partai tidak 
boleh atas nama pribadi. 
3. Apa saja kegiatan Partai Politik yang didanai oleh Pemerintah? 
Jawab: Yang didanai oleh Pemerintah, yang pertama itu ada pendidikan politik yang 
terdiri dari beberapa item didalamnya yang pertama ada kaderisasi di setiap 
kecamatan kedua seminar politik dan yang ketiga yaitu seminar ketahanan 
rumah tanggal perempuan. selanjutnya yang didanai pemerintah itu ada 
administrasi umum terdiri dari beberapa item juga diantaranya rapat internal, 
keperluan alat tulis kantor, langganan daya dan jasa termasuk juga telepon, 
listrik, air minum dan surat menyurat. Kemudian yang terakhir yaitu 
pemeliharaan data dan arsip seperti misalnya pengadaan flashdisk, map dan 
sebagainya. 
4. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada 
partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian? 
Jawab: Harus sesuai karena laporan pertanggungjawabannya itu disetor ke Kesbangpol 
dan apakah di manfaatkan sesuai isi perjanjian atau tidak itu dikonfirmasi oleh 
BPK. 
5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka? Dimanakah 
masyarakat dapat melakukan akses terhadapnya? 
Jawab: Kalau mengenai keterbukaannya menurut saya itu sudah baik walaupun dari saya 
sendiri merasa belum sempurna dan masih dalam proses belajar tentang 
bagaimana seharusnya, karena saya sebagai bendahara bisa dibilang bukan 
berlatar belakang dari ekonomi atau akuntansi yang seharusnya mengerti akan 





kesanggupan saja untuk kelola laporan keuangan partai, karena 
pertanggungjawaban yang besar itu menurut saya bukan hanya kepada donator 
melainkan kepada Allah SWT juga. Bisa diakses kok, karena laporan 
pertanggungjawabannya itu bersifat umum, dan memang harus dipublikasikan, 
namanya juga konsumsi publik tapi kalau diakses melalui internet saya kira 
belum. Waalahu alam kedepannya. Kalau mau akses itu bisa melalui Kesbangpol 
karena pimpinan partai semua harus melalui kesbangpol kemudian BPK. 
6. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi? Bagaimana jenis bukti 
transaksi tersebut? Apakah setiap transaksi harus dilaporkan? 
Jawab: Wah jelas harus ada bukti dari setiap transaksinya, bagaimana pengguna laporan 
keuangan mau percaya, terhadap laporan keuangan yang kami buat jika bukti dari 
transaksi saja tidak ada, seperti biasa kalau untuk membeli pulpen satu saja itu 
biasanya disertai nota di toko yang bersangkutan kedengarannya memeng ribet 
tapi demi mendapatkan kepercayaan kita harus melakukan. Baik nota maupun 
kwitansi dan harus dilampirkan. misalnya nota pembelian barang kebutuhan 
kesekretariatan seperti membeli kertas dan tinta printer semua itu harus disertakan 
pencatatannya pada buku yang tebal yang nantinya akan diserahkan ke 
Kesbangpol bersama dengan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah. 
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1. Bagaimana penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
keuangan mengenai dana yang diberikan dari pemerintah? 
Jawab: Oh kalau kita itu, pernah tiga tahun lalu yah itu kita melakukan survei tentang 
keuangan parpol. Eh salah satunya memang di soal pertanggungjawaban 
keuangan partai baik yang didapat dari APBD maupun dari luar APBD. APBD 
itukan didapat tiap bulan oleh partai politik berdasarkan jumlah suara yang 
diperoleh pada pemilu sebelumnya. Itu sekitar, saya lupa ininya persisnya berapa 
persuara itu tidak sampai seribu. Sekitaran 200 yah. Rp 200 per suara itu dikali 
dengan jumlah suara partai. Nah setiap tahun didapat dari APBD itu masuk di 
bantuan keuangan partai politik. Nah terus gimana mereka 
mempertanggungjawabkan, sesuai dengan hasil survey yang kita lakukan itu , 
jadikan karena masuk di mekanisme APBD partai politik itukan hanya harus 
mengikuti alur pertanggungjawaban APBD jadi mereka harus 
mempertanggungjawabkan berapa jumlah yang mereka dapatkan. Eh bagian 
bantuan ini kalau provinsi di pemprov, kalau kota di bupati atau walikota. 
2. Apakah pembelanjaan parpol sudah sesuai dengan fungsinya? 
Jawab: Kalau waktu itu kan kami sampling , tidak semua juga daerah kita ambil ada 
provinsi ada juga kabupaten. Nah peruntukannya itu kan sesuai dengan undang-
undang untuk pembinaan kader dan juga beberapa kegiatan yang terkait dengan 
pendidikan politik dimasyarakat. Nah difakta yang kita temukan itu partai 
politik.. itu tidak semua menggunakan untuk keperluan itu, kegiatan peruntukan 
undang-undang untuk pembinaan kader dan kemudian penguatan pendidikan 
politik ke masyarakat. Meskipun dipelaporan mereka itu mereka, sebenarnya 
kami juga menemukan pertanggungjawabn partai politik itu malah banyak 
digunakan untuk operasional partai politik, operasional kantor itu. Sehingga 
kalau melihat kecenderungannya mereka tidak menggunakan itu sesuai dengan 
peruntukan. Karena kan dikegiatan partai yang tercermin dilaporan keuangan itu 
hamper tidak ada lagi yang melakukan pengkaderan partai politik. Meskipun ada 
beberapa event2 yang terkait dengan event politik tapi tidak ada yang spesifik 





politik dimasyarakat, tidak ada partai yang melakukan itu. Sehingga yah 
pelaporannya juga ada yang operasional tapi ada juga yang melaporkan bahwa 
itu ada kegiatan diperkaderan dan ada yang pendidikan politik, tapi ketika kita 
cek diinternal itu hampir tidak ada yang melakukan itu. 
3. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada 
partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian?  
Jawab: Iya sebenarnya yang butuh perjanjian itu dana hibah, itu bukan hibah sebenarnya 
itu sifatnya bantuan. Jadi sebenarnya dia terikat di undang-undang bantuan 
diaturan tersendiri untuk apa digunakan itu. Kemana peruntukan uang bantuan 
partai politik, nah bagaimana pu harus terikat kan harus terikat kesitu jadi partai 
politik harus menjalankan itu mengikuti aturan itu dan kalau menyalahi maka 
bisa jadi temuan kesalahan penggunaan begitu. Karena kan peruntukannya 
kenapa partai politik dibantu yah karena ada hal yang ingin disasar oleh uang itu, 
oleh bantuan itu. Dia tidak gelondongan begitu yah dikasih terus apapun  mau 
dipergunakan oleh partai tidak begitu tidak bisa dia seenaknya. Nah ada aturan 
bahkan itu undang-undang yang mengatur sebenranya, undang-undang tentang 
partai politik dan juga itu yang kemudian yang mengikat juga di APBD. Kenapa 
kemudian pemerintah daerah , pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten 
mengalokasikan anggaran ka bantuan partai politik, itu karena dasar perintah 
undang-undang partai politik nah kemdian ada amanah yang diberikan disitu ada 
aturan diberikan disitu untuk penggunaan uang itu seperti apa. Tadi itu ada dua 
yang saa gambarkan nah sehingga dengan demikian partai politik seharusnya 
menggunakan uang itu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan undang-undang. 
Itu sudah mengikat. Tidak ada alasan untuk mengikuti itu. 
4. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan partai politik selama 
ini? apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum? 
Jawab: Saya tidak tau yah persisnya seperti apa standar akuntansi itu, kita tidak masuk 
kesitu menilai standarnya, yang pasti dimekanisme APBD dia harus memberikan 
pelaporan kemana uang itu. Misalnya ini ada kegiatan yang dia lakukan untuk 
proses pengkaderan nah itu tentu secara rinci harus dilaporakan apa saja jenis 





itu kan harus keliatan berapa makan minumnya, penggunaan ruangan berapa, 
biayanya terus narasumbernya termasuk kalau misalnya ada untuk peserta uang 
transportnya berapa. Itu harus semua kelihatan disitu. Dilaporan itu jadi tidak 
segelondongan juga di berikan ke pemerintah dalam laporan itu termasuk bukti-
bukti pengerluaran harus dibuatkan itu. Nah itu standar pelaporan di APBD, 
apapun, apakah dia bantuan social bantuan hibah itu harus ada seperti itu. Nah 
kalau faktanya kalau penelitian kemarin itu ada juga yang lengkap sesuai dengan 
bukti-bukti pengeluaran, rigit mereka melaporkan ada juga yang tidak lengkap 
gitu. 
5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka? Dimanakah 
masyarakat dapat melakukan akses terhadapnya? Bagaimana bentuk transparansi partai 
politik Kabupaten Gowa? 
Jawab: Kalau kesbang iya mereka melaporkan, kalau ada media yang mereka sediakan 
untuk kita akses secara mudah itu tidak ada. Misalnya ini website kan ataukah 
ada satu unit khusus di partai politik yang kemudian bisa kita meminta dengan 
mudah, itu tidak ada. Iya kalau menurut saya sih bentuk transparansi itu kan ada 
media yang secara mudah di akses misalnya website atau papan informasi paling 
tidak dikantor politik kemudian orang bebas lalu lalang bisa melihat pelaporan 
itu  ataukah kemudian perencanaan keuangannya itu bisa dengan mudah kita 
mengkases nah itukan tidak ada. Jadi kalau menurut saya itu tidak transparan 
kalaupun misalnya ada itu harus update tiap tahun atau bahkan tiap persemester 
misalnya itu harus diinformasikan tapi itu tidak ada sehingga yah kesimpulan 
saya sih tidak transparan. Iya karena kan kemarin kita sampling. Kalau secara 
umum kita menyimpulkan tidak termasuk kabupaten gowa, tapi memang selama 
ini klau kita lihat di rata-rata semua daerah itu tidak memiliki website yang 
kemudian mempublikasi pelaporan, pokoknya terkait dengan keuangan mereka. 
Pemasukan pengeluaran itu tidak ada. 
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Pertanyaan 
1. Bagaimana penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
keuangan mengenai dana yang diberikan dari pemerintah? 
Jawab: Partai kan sumber pendanaannya bukan hanya dari pemerintah. Pemerintah cuma 
salah satu gitu yah, ada iuran kader lalu kemudian ada sumbangan pihak ketiga 
dan ada bersumber dari lembaga usaha dia. Jadi sebenarnya pendapatan parpol itu 
ada 4. Nah partai politik itu kan sesungguhnya wajib hukumnya sebagai lembaga 
publik itu membuat pelaporan keuangan secara regular gitu yah yang publik harus 
bias mengakses. Partai politik itu sebenarnya juga memang berdasarkan dana yang 
diterima itu membuat pelaporan kepada siapa pemberi termasuk pemerintah, 
pamerintah itu kemudian mereka membuat laporan yang dilakukan audit setiap 
tahun. Hanya saja problem yang pertama partai politiknya tidak akuntabel gitu 
yah kedua pemerintahnya juga dari sisi pencairan itu tidak akuntabel. Terutama 
Kabupaten Gowa malah system mekanisme pencairan dana partai politik itu tidak 
konsisten dan sampai tahun 2017 ada partai politik yang mengadu ke kita justru 
partai politik itu berhak mendapatkan. Jadi kan gini, dana subsidi bantuan partai 
politik itu jangan dimaknai bantuan biasa, jadi dana partai politik itu adalah hak 
partai politik yang diatur dalam undang-undang parpol dan peraturan menteri 
bahwa setiap partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD itu berhak 
untuk mendapatkan dana bantuan, dana itu dari APBN dan APBD. Nah 
pemerintah begitu mau dia adalah partai pengusungnya, partai pendukungnya atau 
bukan partai pendukungnya kalau dia punya kursi di DPRD misalnya Kabupaten 
Gowa, wajib hukumnya itu mereka diberikan bantuan gitu yah sesuai aturan yaitu 
sesuai jumlah suara dikali dengan rupiah, misalnya Rp1000 di kali jumlah suara 





ada yang belum gitu yah, nah tapi dilepas dari kasustik itu memang partai politik 
itu harusnya membuat laporan, tapi pemerintah juga harus dipastikan bahwa cara 
mencairkan mereka harus tertib. Bagaimana mungkin dipaksa partai politik itu 
akuntabel, pelaporannya rutin dan bagus kalau kemudian di pemerintahnya justru 
pencairannya ya sudah anda reimburse seolah-olah anda sudah terima nanti 
kemudian kita bayar tidak bisa. Itukan mengajari kita korup gitu. Nah partai 
politik harusnya sikap kritis disitu. 
2. Apakah pembelanjaan parpol sudah sesuai dengan fungsinya? 
Jawab: Kita telah melakukan dan sampling itu kan secara akademik mampu 
mempertanggungjawabkan bahwa itu managerial kasus itu berada disemua 
daerah. Hampir semua partai politik tidak membelanjakan dana bantuan 
pemerintah dana rakyat gitu yah, dana rakyat ke partai politik itu hampir semua 
partai politik tidak taat asas penuh menggunakan sesuai peruntukannya. Misalnya 
gini, kemana saja sih dana bantuan partai politik itu bisa dibelanjakan? Pertama 
adalah untuk operasional secretariat, kedua adalah kaderisasi ketiga pendidikan 
politik bagi masyarakat. Nah apa yang terjadi? Ternyata banyak partai politik 
justru tidak menggunakan untuk kaderisasi. Faktanya apa? Sampai sekarang ini 
problem besar di partai politik itu adalah kaderisasi yang tidak ada. Jadi lebih 
banyak di hura-hura kalau, malah ada pakai untuk harlah gitu yah, ada pakai untuk 
doorprize padahal itu kan uang rakyat gitu loh. Jadi, miris juga harusnya partai 
politik itu dari awal memberi contoh dari sisi akuntabilitas. Laboratorium 
demokrasi itu kan di parpol. 
3. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada 
partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian?  
Jawab: Jadi bukan harus sesuai, tetapi wajib. Jadi gini sebenarnya itu bukan perjanjian 
yah jadi namanya itu adalah syarat-syarat apa saja sih yang menjadi boleh 
digunakan dana dari pemerintah? Kenapa itu harus diataur? Karena itu kan dana 
rakyat. Nah syarat-syarat itulah yang kemudian diatur selain ada di perda diatur 
dalam peraturan daerah, ada undang-undang parpol, diatur lagi dalam peraturan 
daerah, peraturan menteri dan juga diikat masuk dalam surat kontrak pemberian. 





namanya surat kontrak untuk menyatakan bahwa ini saya akan belanjakan. Nah 
dia kan disitu menyatakan bersedia membuat laporan dan lain sebagainya. Kalau 
dana pemerintah itu diaudit oleh BPK, tapi idealnya sebuah partai itu melaporkan 
secara total seluruh sumber-sumber keuangannya, tata kelolanya, dia belanjakan 
apa, darimana saja duit itu dan itu kemudian diaudit oleh akuntan publik. Itu yang 
harusnya dilakukan oleh parpol. Akuntan publik itu ditunjuk oleh pemerintah. 
Karena BPK kan kita tau juga tenaganya kan terbatas gitu yah dan boleh saja 
diatas nama BPK. Sekarang ini kan yang ketat diatur itu audit dana bantuan dari 
pemerintah  gitu yah. Idealnya semua dan itu diaudit. Nah idealnya, ini tidak 
murni kesalahan pemerintah, tapi sesungguhnya adalah BPK yang tidak pernah 
serius mengaudit parpol. Kalau BPK serius mengaudit parpol maka hampir 
seluruh partai politik tidak ada yang menggunakan dana itu full sesuai dengan 
perjanjian. 
4. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan partai politik selama 
ini? apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum? 
Jawab: Iya jadi maksud saya tadi, siapa yang mengaudit? Yang mengaudit itu adalah 
BPK. Kalaupun dia menggunakan Kantor Akuntan Publik gitu yah, itu tetap juga 
adalah dia harus, apakah dia dimandatir oleh institusi pemerintah atau tidak gitu. 
Nah terlepas dari itu, desain pelaporan partai politik itu sudah ada formatnya 
disiapkan oleh kementerian dan dia menggunakan standar akuntansi publik jadi 
standar-standar akuntansi dia gunakan  gitu. Nah ini bukan soal nirlaba dan bukan 
nirlaba gitu yah, ini soal kalau standar pelaporan keuangan itu stndar disitu. Dia 
menggunakan pada posisi itu untuk kemudian publik semua tahu bahwa partai A 
itu mengelola misalnya dalam setahun duit 1 triliun untuk apa saja gitu yah itu 
akan tahu dan dari mana. Jangan-jangan partai politik kan ironi, partai politik itu 
bantuannya dari pemerintah 90 juta kemudian dari kadernya hanya 20 juta, tidak 
jelas bantuan dari mana tiba-tiba kemudian dia bisa berpesta pora berminggu-
minggu di hotel clarion. Nah dari mana dana itu? Tapi kan tidak dipencatatan, itu 
artinya apa? Ini patut dicurigai jangan-jangan partai politik itu melakukan praktek 
pencucian uang, itukan bahaya. Nah sehingga idealnya seluruh duit 1 Rupiah pun 





sesuai dengan standar gitu yah. Standar akuntansi, nah standar akuntansi itu 
formatnya sudah ada hanya saja problemnya adalah partai politik itu selama ini 
kan soal SDM, bendaharanya itu bukan dari orang akuntansi, tidak pernah dikader 
bahkan tiba-tiba hanya karena dia punya banyak duit dipasang bendahara maka 
system pelaporannya ya sudah konvensional itu berbahaya disitu. Jadi, itu salah 
satu problem yang paling kursial di partai politik. 
5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka? Dimanakah 
masyarakat dapat melakukan akses terhadapnya? Bagaimana bentuk transparansi partai 
politik Kabupaten Gowa? 
Jawab: Penjelasannya itu sangat sederhana. Partai politik itu adalah lembaga publik. 
Kenapa dia disebut lembaga publik? Pertama, dia mengelola, dia menerima, dia 
membelanjakan dana publik. Dana publik itu apa? Dana yang ada dari pemerintah 
itu adalah dana publik, APBD itu adalah uang rakyat. Kedua, dia memungut 
bantuan dari rakyat, yaitu adalah dana kader dan dana subsidi bantuan. Maka dia 
adalah diposisikan sebagai lembaga publik. Sebagai lembaga publik, maka 
harusnya laporan keuangannya bisa diakses, itu kewajiban partai politik harusnya. 
Tapi kemudian kenapa partai politik justru tertutup? Karena ada dua faktor. 
Pertama, orang-orang di partai politik itu tidak paham secara substansi apa itu 
parpol. Jadi dia orang parpol tapi tidak ngerti lembaganya. Kedua adalah ada yang 
dia sembunyikan, kenapa dia sembunyikan bantuan dari pemerintah sekian 100 
juta kita belanjakan, 100 juta itu harusnya untuk sekretariat, kaderisasi dll ternyata 
ada 50% itu dibelanjakan untuk harlah, ada sekian persen dipakai ketuanya untuk 
ini, ada pengurus untuk ini sehingga laporannya itu kan fiktif tuh. Nah ini yang 
disembunyikan diluar itu ada sumbangan-sumbangan yang tidak jelas yang masuk 
kesitu, itu berbahaya diketahui publik . jadi, pertama dia sudah tidak tahu tentang 
kelembagaannya kedua memang ada yang disembunyikan. Nah itu yang harus 
masuk rekomendasi bahwa harusnya kedepannya adalah ada system, harusnya 
peserta pemilu nanti tahun 2019 itu adalah partai politik yang tidak hanya 
pengurusnya ada sampai daerah tetapi juga tata kelola keuangannya rapi. Jadi dia 
harus diaudit hasil auditnya itu dinyatakan dia adalah wajar tanpa pengecualian. 





pemimpin tapi dia korup kan tidak bisa. Fakta bahwa sekarang ini partai politik itu 
belum terbuka gitu yah. Secara umum termasuk Kabupaten Gowa gitu yah, 
idealnya itu kan partai politik gini kalau berbicara soal transparansi itu kita bicara 
soal akses informasi, akses infromasi itu dibagi ada namanya serta merta jadi serta 
merta itu anda diminta atau tidak minta , anda harus publikasi, apa itu? Yaitu 
adalah anda harus mempublikasikan dana-dana yang anda terima dan kelola 
selama ini itu langsung anda publish itu adalah serta merta. Misalnya kita butuh 
dokumen, minta atau tidak diminta itu sudah ada terpublish gitu yah tapi ada juga 
dokumen yang diminta baru dikasih, misalnya gini partai politik itu memiliki 
kebijakan untuk rekrutmen kepala daerah sekarang di pilkada, kalau publik  tidak 
minta, yah tidak perlu dia publikasi tapi begitu saya bersurat saya butuh seperti 
kamu meneliti, wajib hukumnya diberi. Nah ada juga hal-hal yang tidak bisa 
diberikan, dalam hal ini misalnya apakah dianggap itu soal privasi soal rahasia 
Negara misalnya gini, anda butuh rekening pribadi ketua partai politik itu tidak 
bisa. Anda butuh nomor telpon rahasianya ketua tidak bisa. Anda butuh nama 
istrinya tidak bisa gitu yah. Maksudnya gini hal yang tidak boleh itu adalah 
mengganggu Negara, kedua adalah soal privasi jaminan keamanan orang. Saya 
tidak bisa memberikan nomo NPWP saya gitu yah saya tidak bisa memberikan 
nomor rekening kecuali dalam hal kepentingan negara saya harus berikan 
sepanjang anda tidak bisa memberikan penjelasan itu maka tidak nah biasanya 
hal-hal yang menentukan yang disebutkan tidak bisa itu melalui kebijakan 
keputusan komisi informasi, komisi informasi akan menyatakan bahwa ini bisa 
dibuka dan tidak bisa dibuka. Begitu komisi informasi bilang bisa dibuka yah 
dibuka. Nah saya jawab untuk Kabupaten Gowa, di Kabupaten Gowa adalah 
anehnya lagi-lagi partai politik sekarang ini,  tidak mampu membedakan yang 
mana serta merta, yang mana itu nanti diminta yang mana memang tidak bisa. 
Akibatnya apa? Implementasi dilapangan adalah yasudah kalau kita kenal saya 
kasih, kalau saya tidak kenal saya pimpong kiri kanan gitu loh. Nah itu artinya 
apa? Kualifikasi lembaga itu tidak modern tidak professional, cara mengelola 
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Pertanyaan 
1. Bagaimana pertanggungjawaban parpol terhadap mengenai dana yang diberikan dari 
pemerintah? 
Jawab: Jadi kan sebenarnya sudah ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan APBD 
terutama untuk bantuan hibah parpol saya kira sudah ada aturannya itu sudah ada 
regulasinya. Cuma yang menjadi persoalan itu kalau saya melihat pembelanjaan 
parpol itu kadang tidak berhubungan dengan fungsi-fungsinya. Fungsi parpol itu 
kan kayak pendidikan politik, kaderisasi, sosialisasi politik. Kadang-kadang 
bantuan yang diberikan itu tidak digunakan untuk belanja-belanja seperti itu. 
Justru yang dibikinkan kayak lomba apa gerak jalan atau apa. Saya kira tidak 
terkait dengan upaya merekrut kader kalau cara-cara seperti itu, jadi disitu bahwa 
dia salah sasaran pembelanjaannya. Kalau pertanggungjawabannya setahu saya 
juga memang ada yang berbeda di kesbang itu. Bantuan diserahkan setelah 
laporan selesai. Menurut saya ini mekanismenya juga aneh, karena harusnya kan 
mereka diberikan bantuan dulu mereka membelanjakan itu baru membuat 
pertanggungjawaban tapi kan yang terjadi itu kadang-kadang mereka tidak mau 
dikasih bantuan kalau belum ada pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya. Ini 





mempertanggungjawabkan sesuatu yang belum diberikan begitu, tapi dari sisi 
tertib administrasi mungkin itu dianggap lebih baik. Karena sebelumnya banyak 
juga pengalaman kita saksikan banyak kita baca di media bahwa kadang-kadang 
parpol itu setelah memperoleh bantuan dari pemerintah itu tidak membuat LPJ 
jadi salah satunya adalah dengan LPJ dulu baru dikasih uangnya. Tapi kan salah 
menurut saya, itu tidak sesuai dengan tata laksana anggaran yang seharusnya. Itu 
masalahnya. Jadi yang pertama, kadang belanjanya tidak sesuai fungsi yang kedua 
mekanisme pertanggungjawabannya itu juga menyalahi prosedur tata kelola 
keuangan 
2. Apakah pembelanjaan parpol sudah sesuai dengan fungsinya? 
Jawab: Yah itu juga yang sesuai sebenarnya dengan program partai tapi yang banyak itu 
misalnya bantuan-bantuan bencana saya lihat yang banyak. Misalnya ada 
kebakaran, partai politik turun yang mungkin dia gunakan untuk itu tapi yang lain-
lain itu lebih banyak misalnya pembiayaan unttuk hari ulang tahun partai atau apa 
sih namanya itu yang kayak-kayak begitu gerak jalan, milad apalah itu. Jadi itu 
yang saya maksud sebagai yang salah sasaran yah idealnya harusnya kalau mau 
bantuan keuangan parpol dari pemerintah itu digunakan untuk pendidikan politik 
untuk merekrut kader. Kaderisasi misalnya buat pelatihan nanti yang sudah dilatih 
ini direkrut menjadi anggota, harusnya begitu tapi kan yang terjadi selama ini yah 
lebih banyak ke belanja-belanja tidak jelas begitu, kadang-kadang kan ada lomba 
domino, paling banyak ada gerak jalan, padahal itu kan tidak terkait dengan 
pendidikan politik. Yang masalah kalau dana publik yang dikumpulkan siapa yang 
harus menjamin transparansinya dan kepada siapa dipertanggungjawabkan. Itumi 
kadang-kadang mereka menggunakan jasa KAP itu untuk menjamin bahwa sudah 
betul belanja itu dana publik. Dari iuran anggota, dari bantuan perseorangan atau 
bantuan korporasi sebagaimana yang dibolehkan dalam UUD kepartaian untuk 
menjamin pertanggungjawabannya mereka menggunakan jasa KAP. Itu sah-sah 
saja meskipun menurut saya juga yah kita taulah selama ini maksudnya kadang-
kadang juga KAP itu tidak yahh lebih banyak melakukan fungsi pembimbingan 
sebenarnya. Atau dalam kasarnya melakukan justifikasi terhadap belanja saja, yah 





tidak mungkin. Jadi yah paling membimbing dia hanya menempatkan , mambantu 
cara membuat laporan yang baik, meskipun kadang-kadang belanjanya itu tidak 
sesuai dengan peruntukannya. 
3. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada 
partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian?  
Jawab: Iya kan mereka diaudit oleh inspektorat  kalau bantuan pemerintah jelas harus 
sesuai dengan pertanggungjawabannya, kalau tidak kan jadi temuan. Temuan bisa 
jadi konsekuensi hukumnya yah ada kalau bukan pengembalian yah korupsi 
namanya penyalahgunaan. 
4. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan partai politik selama 
ini? apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum? 
Jawab: Saya tidak terlalu tau yah teknis tapi saya lihat parpol jarang yang mempublikasi 
itu laporan keuangannya kepada publik. Ya makanya mereka mencari legitimasi 
dengan menunjuk KAP itu tapi secara umum diumumkan misalnya ke 
konstituennya ke penyumbangnya itu tidak ada. Susah itu. Coba meki di website-
website partai itu tidak ada. Apalagi kalau kabupaten tidak ada itu. Jadi mulai dari 
penerimannya itu sudah tidak jelas, kan partai itu kadang-kadang kan ada yang 
memotong misalnya gaji anggota DPR nya langsung dipotong sekian ada juga 
yang mempersyaratkan sumbangan, yah tapi ini kita tidak tahu apa dasarnya, 
mana aturannya kemudian diapakan itu kita tidak tahu. Pihak ketiga itu bisa dari 
individu-individu kalau di UUD kepartaian yang boleh memberikan bantuan itu 
kan boleh individu boleh korporasi, batas maksimumnya ada. Kalau misalnya 
individu paling banyak 1M. tapi kan tidak mungkin 1M, Cuma yah harusnya 
mereka publikasi sih harusnya kalau dia mau transparan dan akuntabel yah 
harusnya di publikasi kan tidak ada masalah juga, tidak ada juga aturan yang 
dilanggar kalau ketahuan siapa nama penyumbangnya. 
5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka? Dimanakah 
masyarakat dapat melakukan akses terhadapnya? Bagaimana bentuk transparansi partai 
politik Kabupaten Gowa? 
Jawab: Karena dia hanya setor dikesbang. Dia tidak menyetor ke publik. Harusnya kan 





dimedia tapi kan itu tidak dilakukan. Dia hanya mengangap kalau sudah disetor ke 
kesbang yah sudah selesai urusannya. Padahal itu uang publik harusnya ke publik. 
Itu yang menjadi masalah juga kalau menurut saya. Secara umum tidak 
transparan. Artinya kalau definisinya transparan adalah hasil pelaporannya itu 
diumumkan kepada publik, tapi itu tidak ada dikabupaten gowa sejauh yang saya 
tahu yah. 
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Pertanyaan 
1. Bagaimana pertanggungjawaban parpol terhadap mengenai dana yang diberikan dari 
pemerintah? 
Jawab: Tidak jelas pertanggungjawabannya. Saya sudah dua tahun berturut, 2016 dan 
2017 mengikuti FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulsel yang dilaksanakan 
BPS Sulsel-KemenkumHAM di Makassar. Dalam setiap acara ini, pimpinan 
partai diundang untuk menjelaskan penggunaan dana dari pemerintah tapi hanya 
satu pimpinan partai yang selalu hadir. FGD menyimpulkan, pertanggungjawaban 
partai politik terhadap dana tersebut sangat minim. 
2. Apakah pembelanjaan parpol sudah sesuai dengan fungsinya? 
Jawab: Belum sesuai. Dana itu kebanyakan hanya digunakan untuk kegiatan internal, 
padahal seharusnya dipakai untuk kegiatan pendidikan politik pada masyarakat. 
3. Menurut anda, apa saja kegiatan Partai Politik yang didanai oleh Pemerintah? 
Jawab: Tidak jelas karena dana yang digunakan dalam kegiatan partai politik tidak jelas 





4. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada 
partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian? 
Jawab: Harus sesuai. Tapi fakta yang ada belum sesuai sepenuhnya dengan perjanjian. 
Mungkin ada yang sesuai jika menguntungkan partai. 
5. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan partai politik selama 
ini? apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum? 
Jawab: Sangat tidak sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Penggunaan dana 
partai politik sangat tertutup. 
6. Apakah system pertanggungjawaban pada partai politik sudah sesuai dengan PSAK No. 
45? 
Jawab: Kalau ada aturan tertulis dan panduan tertulis, tentu mereka berusaha catat dan 
laporkan sesuai dengan itu. Tapi, acara yang dilaporkan belum tentu dan 
kebanyakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
7. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka? Dimanakah 
masyarakat dapat melakukan akses terhadapnya? 
Jawab: Sebenarnya bisa, lewat kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tetapi partai 
politik tidak pernah transparan soal penggunaan dana dalam mempublish dan 
disampaikan ke media. 
8. Bagaimana bentuk transparansi partai politik Kabupaten Gowa? 
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